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ABSTRAK 
 
Edi (E211 11 291), Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral di 
Kabupaten Pinrang , xvii + 113 halaman+ 8 tabel + 6 grafik+ 15 daftar 
pustaka + 15 lampiran (1989-2014). 
 
Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, 
baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah 
Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali 
potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka peningkatkan pendapatan 
asli daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Pasar Sentral yang dianggap 
potensial untuk Meningkatkan pendapatan asli Daerah. Namun retribusi tersebut 
dalam beberapa tahun terakhir ini, antara target dan realisasi anggaran dari 
penerimaan retribusi pasar sentral belum mencapai target yang ditetapkan oleh 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan 
retribusi pasar sentral kabupaten pinrang, yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, actuating, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh 
melalui observasi langsung dilapangan, sedangkan data sekunder bersumber 
dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang 
akan diteliti, tulisan serta hasil penelitian mengenai Pengelolaan Penerimaan 
Retribusi Pasar dengan analisis kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pasar 
sentral kabupaten pinrang dilihat dari segi teori, sudah baik, namun dalam 
kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan teori, masih ada penyimpangan 
yang dilakukan oleh pihak yang terkait, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan 
peningkatan pengawasan terhadap penyetoran target kolektor dan  pemungutan 
retribusi pasar sentral. 
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ABSTRACT 
 
Edi ( E2111291), management of revenue, the central market in Pinrang, xvii 
+113 + 8 + 6 + 15 (1989-2014) 
 
The government is prosecuted their autonomy to handle everyproblems of 
financing, not only for the development of areas but also for the implementation 
of area‟s administration. The amount of the cost in an implementation of 
autonomy forces the government to search an alternative source of the regency 
incomes by knowing deeply about the potential which own of that areas in the 
framework of increasing the regency income, one of that income comes from the 
retribution in central market which has a good potential to increase the regency 
income. But that retribution at the end of these years, between target and 
realization of budget from the accepting by retribution of central market have not 
reached the target yet which is determined by department industry, trade, energy 
and mineral Pinrang  Regency. 
 
The purpose of this study is to determine how exactly the management of 
revenue, in the central market Pinrang‟s, including of planning, organizing, 
actuating, and supervision who has done by department of finances 
management. This study used the descriptive methodology. The kind of the data 
consist of primary data which was reached by the observation, and the secondary 
data ar data derived from same references that related to the research object 
includes documents, the rules of the problems in the study, writing, and the result 
of the study about management of retribution‟s market by using analysis 
ofqualitative. 
 
The result of this study shows that management of revenue, in the central market 
Pinrang‟s central market can be seen from the theoretical sides, were better, but 
in reality of the observation are not as better as theory. There were still deviations 
which has done by many people there, but it can overcome with increased 
surveillance of the target deposit collector  and collection of levies central market. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang Masalah 
Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. 
Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan 
untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom 
diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat 
diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak 
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 
2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari 
sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran 
daerah. (Siahaan, 2001) 
Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah 
dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini 
menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung 
menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting 
atau sebagai pelaku pinggiran. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara 
pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi 
yang cukup segnifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan 
oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi 
tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan 
pendapatan asli daerah. 
1 
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Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah 
daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang 
potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang 
telah dipungut selama ini.Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 
wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik 
Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal 
nasional, serta (6) bidang agama. Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 
kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai 
dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah 
Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan 
daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan 
peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah 
untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua 
pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana 
sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan 
berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. 
Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. 
Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah 
satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  
Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 
adalah: 
    2 
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1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Pinjaman Daerah dan 
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.  
Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU 
No. 33 Tahun 2004 adalah: 
1. Pajak Daerah 
2. Retribusi Daerah 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 
4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah. 
Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang 
paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak 
dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap 
daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang 
satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi 
daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa 
umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah 
harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-
baiknya.  
Dalam hal ini penerimaan retribusi pasar cukup potensial untuk di 
kembangkan di Kabupaten Pinrang karena merupakan salah satu jenis retribusi 
yang potensial untuk di kembangkan mengingat jumlah pemasukan dari sektor 
tersebut cukup menunjang untuk pembangunan di Kabupaten Pinrang. Retribusi 
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pasar adalah sumber pendapatan daerah yang di pungut di pasar yang ada di 
Kabupaten Pinrang.  
Adanya ketergantungan subsidi antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah (kabupaten) adalah masalah dalam hal keuangan pemerintah. Hal ini 
dianggap ketidak mampuan pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah 
dalam menyediakan anggaran secara proporsional sebagai dampak krisis 
ekonomi di mana kondisi perekonomian yang berfuktuasi.  
Sebagai tindak lanjut yang diambil dari Pemerintah Daerah dalam 
mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan 
program meningkatan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor 
pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka 
mencapai dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah(PAD). 
Retribusi pasar adalah retribusi yang cukup potensial di Kabupaten 
Pinrang yang mana retribusi ini di peroleh dari hasil pemungutan di pasar-pasar 
yang ada di Kabupaten Pinrang.  
Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi 
daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sesuai 
dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, 
Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu.  
Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah , termasuk juga oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan yaitu Retribusi Jasa 
Umum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang terdapat 10 jenis Retribusi 
jasa umum, salah satunya yaitu Retribusi Pasar, sebagaimana terdapat dalam 
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Dalam peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2001 tentang Pelayanan Retribusi 
Pasar. 
Retribusi Pelayanan Pasar Sentral Kabupaten Pinrang merupakan salah 
satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan 
penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi 
Pasar Sentral Pinrang bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari 
data realisasi pendapatan retribusi pasar pada Pada Tahun 2010-2012 yaitu 
sebagai berikut : 
Tabel I.1 
Target dan Realisasi  penerimaan Retribusi Pasar Sentral  
Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2013 
Tahun Target Realisasi Persentase 
2010 Rp. 345.168.000 Rp. 201.359.800 58,37% 
2011 Rp. 690.336.600 Rp. 363.790.400 52,69% 
2012 Rp. 723.717.927 Rp. 397.452.900 55% 
2013 Rp. 603.020.000 Rp. 549.616.700 91% 
        Sumber : Dinas Perindustrian, perdangangan,energi dan mineral Kab Pinrang, 2015 
Pada tahun 2010 target yang diberikan oleh daerah sebesar Rp. 
345.168.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 201.359.800 atau 58,37%, 
selanjutnya pada tahun 2011 target diberikan oleh daerah sangat meningkat 
pada tahun sebelumnya mengingat bahwa peraturan daerah nomor 16 tahun 
2011 tentang pelayanan retribusi pelayanan pasar telah ditetapkan oleh DPRD 
Kab. Pinrang jadi penyusunan target retribusi pasar harus berdasarkan PERDA 
tersebut sebesar Rp. 690.336.600 dan terealisasi Rp. 363.790.400 dengan 
presentase 52,69%, selanjutnya pada tahun 2012 target yang diberikan oleh 
daerah meningkat sebesar Rp. 723.717.927 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 
397.452.900 atau 55%, selanjutnya tahun 2013 target yang diberikan oleh 
daerah ada penurunan mengingat pada tahun-tahun sebelumnya angka target 
dan realisasi hanya berkisar 50- 60% saja olehnya itu pemerintah daerah hanya 
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mematok target pada tahun 2013 sebesar Rp. 603.020.000 dan terealisasi Rp. 
549.616.700 atau 91%. Dengan kenyataan demikian terlihat bahwa penerimaan 
retribusi pasar tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah 
Daerah. Ini menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi Pasar Sentral meskipun 
tiap tahunya mengalami peningkatan, tetapi tidak mencapai target . 
Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dipasar yang seakan-akan 
tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu 
besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun 
karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, 
pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi 
pasar itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang 
sesuai dengan target yang ditetapkan. 
Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa yang menjadi sumber 
Pendapatan Asli daerah antara lain adalah dari sektor Retribusi pasar. Dengan 
demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah 
maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana 
melakukan manajemen Retribusi pelayanan pasar yang ada sehingga betul-betul 
dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 
Maka dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik, 
karena manajemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja sama 
(organisasi) untuk mencapai suatu tujuan bersama (Handoko :1984). Untuk itu 
diperlukan adanya Manajemen retribusi pasar secara optimal, efisien dan efektif, 
supaya apa yang direncanakan bisa tercapai dalam pelaksanaan.  
Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pinrang perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat 
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hubungannya dengan Retribusi Pelayanan Pasar, dan berusaha melakukan 
upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan Retribusi sehingga 
Retribusi Pelayanan Pasar dapat memberi kontribusi yang besar dalam 
meningkatkan retribusi Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah 
secara umum.  
Dari uraian latarbelakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut tentang “Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral 
di Kabupaten Pinrang” 
 
I.2. Rumusan Masalah 
Adanya otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi yang pada 
hakekatnya merupakan pemberian kewenangan daerah untuk murumuskan dan 
mengembangkan potensi daerahnya dalam rangka untuk memenuhi aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat setempat serta kondisi dan kemampuan daerah dalam 
usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah, maka 
dapat dilihat dari ketentuan yang telah dikeluarkan baik dari pihak Pemerintah 
pusat maupun Pemerintah daerah itu sendiri.  
Demikian halnya dengan Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan otonomi 
daerah berusaha memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan 
memanfaatkan berbagai komoditas dan potensi yang dimiliki demi 
terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dalam hal 
ini retribusi pasar merupakan satu komoditi penyumbang pendapatan asli daerah 
di Kabupaten Pinrang yang perlu di perhatikan pengelolahanya dalam rangka 
untuk mencapai efektivitas penerimaan retribusi dari pasar itu sendiri. 
Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang masalah dimana 
penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang  belum mencapai target secara 
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maksimal yang ditentukan di beberapa tahun anggaran terakhir, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  
Bagaimana pengelolaan penerimaan retribusi pasar Sentral di Kabupaten 
Pinrang ? 
 
I.3. Tujuan dan manfaat penelitian 
I.3.1 Tujuan 
Untuk menganalisis pengelolaan penerimaan retribusi pasar Sentral di 
Kabupaten Pinrang. 
I.3.2 Manfaat penelitian 
a) Manfaat Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 
bahan informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang baik untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitian 
yang akan datang. 
b) Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 
kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang 
pentingnya pengelolaan penerimaan retribusi pasar Sentral sebagai salah 
satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari 
sektor retribusi daerah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1 Konsep Pengelolaan 
Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga 
menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat 
juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok 
dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.  
Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa :  
“Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. 
Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata ―kelolah‖ (to 
manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani 
sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”.  
Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan 
proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu 
yang ingin dicapai.  
Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi 
manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan 
pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.  
Sukanto (1986:20) mendefinisikan bahwa : 
“pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang 
dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai 
dengan proses pencapaian tujuan”.  
Jadi Sukanto menitiberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen 
yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan. 
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Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan Pamudji (1985:7) 
mengemukakan sebagai berikut :  
“Perkataan pengelolaan berasal dari kata ―kelola‖ yang berarti sama 
dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu 
merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga 
mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-
usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan 
kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat”  
Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan 
pada dua faktor penting yaitu :  
a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga 
menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi  
b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara 
sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan  
Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa :  
“Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor 
sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu tujuan tertentu”.  
Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada 
proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk 
mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 
Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan 
adalah:  
“suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan 
mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan 
sumber-sumber lain”.  
Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses 
merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lain. 
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Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa :  
“pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan 
dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, 
pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan 
baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya”.  
Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering 
dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah 
manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti menangani, 
memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan 
bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang 
sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan 
serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
George.R.Terry dalam Soewarno Handayaningrat (1981:20) 
mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membeda-
bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 
dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara menurut Harold Koontz dan 
Cyril O’Donnel “management is getting things done through people. In bringing 
about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, 
organizes, staffs,direct and control the activities other people” yang dapat 
diterjemahkan bahwa manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui 
kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atau 
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sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
penempatan, pengarahan, dan pengendalian.  
Dari batasan dan pengertian manajemen di atas, terdapat beberapa 
bagian manajemen yang meliputi : 
1. Unsur sifat, yaitu : 
a. Manajemen sebagai suatu seni 
b. Manajemen sebagai suatu ilmu 
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 
pengendalian/pengawasan 
3. Unsur sasaran, yaitu : 
a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari 
organisasi 
b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan 
organisasi dalam usaha pencapaian tujuan 
4. Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi 
II.1.1. Fungsi Manajemen 
Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan 
George R. Terry dalam bukunya Principles of Management yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan akan dibahas 
lebih terperinci lagi. 
II.1.1.1. Perencanaan (Planning) 
Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi 
manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya 
tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan 
informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. F.X.Soedjadi 
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dalam syafiie dkk (1999:76) memberikan definisi perencanaan sebagai proses 
kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas yang harus dilakukan 
secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Siagian dalam bukunya 
Filsafat Administrasi menjelaskan bahwa perencanaan (planning) adalah 
keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal 
yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditentukan 
 Widjojo Nitisastro dalam Bintoro (1985:14) juga mengemukakan 
bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu: 
a. Penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang 
hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai 
yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan 
b. Pilihan diantara alternatif yang dianggap efektif dan efisien serta 
rasional guna mencapai tujuan tersebut  
Lebih lanjut Bintoro (1985:12) memberikan pengertian perencanaan dalan tiga 
hal, yaitu : 
a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses 
mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang 
akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu 
b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan 
sebaik-baiknya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada 
supaya lebih efektif dan efisien 
c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau 
yang akan dilakukan bagaimana, kapan dan oleh siapa.  
G.R Terry mengemukakan bahwa :  
“Perencanaan (planning) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan 
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan 
dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang 
diperukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. 
Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan lain 
bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara. 
Cara-cara tersebut yaitu pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu 
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rencana yang baik. Setelah cirri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana 
yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Kedua, memandang proses 
perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan 
memuaskan. Rudyard Kipling, sastrawan inggris yang terkenal pernah 
mengatakan bahwa dalam hidupnya ia mempunyai enam pelayan yang baik 
yang bernama : what, where, when, how, who dan why 
Dalam membuat Perencanaan, yang pertama yang harus dijawab oleh 
perencana yaitu what, why, where, when, who, and how. Pertanyaan ini harus 
dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan fakta, 
supaya rencana yang dibuat relatif baik pelaksanaannya mudah dan tujuan yang 
diinginkan akan tercapai. 
1. What 
Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk 
mencapai sasaran, sarana, dan prasarana apa yang diperlukan harus ada 
penjelasan dan rinciannya. Faktor produksi apa yang diperlukan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut supaya tujuan dapat dicapai. 
2. Why 
Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan dengan 
memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu 
harus dicapai. 
3. Where 
Dimana ia akan dilakukan, perlu dijelaskan dan diberikan alasan-
alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis, dimana tempat setiap kegiatan 
harus dikerjakan, dengan demikian tersedia semua fasilitas yang diperlukan 
untuk mengerjakannya. 
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4. When 
Kapan rencana akan dilakukan, jadi penentuan waktu dimulainya 
rencana. Penjelasan waktu dimulainya pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian 
maupun untuk seluruh pekerjaan harus ditetapkan standar waktu untuk memilih 
pekerjaan-pekerjaan itu, alasan untuk memilih waktu itu harus diberikan sejelas-
jelasnya. 
5. Who 
Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan 
karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan 
pekerjaan , luasnya wewenang dari masing-masing pekerja. 
6. How 
Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan mengenai teknik-
teknik pengerjaannya. 
II.1.1.2. Pengorganisasian (Organizing) 
Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, 
karena pengorganisasian pun harus direncanakan, pengertian antara 
pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengoranisasian adalah fungsi 
manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi 
adalah wadah yang statis. 
Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang 
harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan 
kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen serta penentuan 
tujuan-tujuan. 
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Pengorganisasian menurut S.P Hasibuan adalah : 
“Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-
macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan 
orang-orang pada seluruh aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang 
diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada 
setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut”. 
Kemudian menurut Louis A. Allen mendefinisikan pengorganisasian 
sebagai: 
“Proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, 
menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan 
maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam 
mencapai tujuan”. 
Dan menurut Koontz Dan O‟Donnel Pengorganisasian adalah : 
“Penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-
tujuan perusahaan, pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam suatu 
bagian yang dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan wewenang 
untuk melaksanakannya”. 
Berbeda dengan pendapat di atas pengorganisasian menurut George 
R.Terry yaitu; 
“Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif 
antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien 
dan efektif dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 
melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna 
mencapai tujuan atau sasaran tertentu”. 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengorganisasian adalah suatu proses dan pembagian pekerjaan yang akan 
dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan 
penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga 
memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama seefektif mungkin untuk 
pencapaian tujuan. 
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi 
yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang 
dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Menurut Siagian, 
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pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-
alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga 
tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian (organizing) 
dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-
kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam 
melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian 
dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, 
siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut 
dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada 
tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan 
struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. 
Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi 
agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. 
Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau 
ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.  
II.1.1.3. Penggerakan (Actuating) 
Actuating adalah suatu fungsi bimbingan dan pemberian pimpinan serta 
penggerakkan orang-orang agar orang atau kelompok orang-orang itu suka dan 
mau bekerja. 
Istilah actuating secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan 
membuat orang-orang bergerak untuk melakukan aktifitas-aktifitas. Actuating ini 
merupakan fungsi yang penting, karena pelaksanaan fungsi ini berhubungan 
dengan manusia sebagai objek langsungnya. 
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Actuating adalah tindakan-tindakan menyebabkan suatu organisasi 
menjadi berjalan. Dengan demikian pergerakan menghendaki kemampuan 
menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme kearah tujuan yang ingin 
dicapai. 
Selain itu menurut G.R. Terry actuating adalah : 
“Sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok 
suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan 
perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi”. 
Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara RI (1985:46) menegaskan 
pengertian actuating adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota 
organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan, 
sebagaimana yang ingin dicapai oleh pemipinan.  
Westra,dkk mengemukakan bahwa actuating adalah usaha yang 
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 
diperlukan siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan 
kapan waktu dimulainya. 
Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa peranan actuating 
sangat penting, sebab walaupun perencanaan telah rapi dan pengorganisasian 
telah tertib sesuai dengan prinsip-prinsipnya masing-masing, bergeraknya 
organisasi kearah yang ditentukan belum terjamin bila fungsi actuating belum 
dilaksanakan, karena inti dari actuating adalah bagaimana menggerakkan 
sumber daya manusia agar mau bekerja sesuai dengan kemampuan, keahlian 
dan kemauan dalam melaksanakan tugas dan didukung oleh tanggung jawab 
yang besar atas tugas yang diembannya. 
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II.1.1.4. Pengawasan (Controlling) 
Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. 
Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses 
manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan 
berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal 
yang saling mengisi karena, 
1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan. 
2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana, 
3) Pelaksanaan rencana akan baik jika Pengawasan dilakukan dengan 
baik. 
4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah 
Pengawasan atau penilaian dilakukan. 
Pengertian Pengawasan menurut Haroold Koontz adalah ; 
“Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar 
rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan 
dapat terselenggara‟‟. 
Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan 
dimaknai sebagai : 
“Proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, 
atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 
diperintahkan.” 
Sedangkan menurut G.R. Terry pengawasan dapat didefinisikan sebagai : 
“Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus 
dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu 
melalukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 
rencana yaitu selaras dengan standar”. 
Kemudian menurut Soejamto mengemukakan bahwa : 
“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui sasaran 
objek yang diperiksa. ”. 
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Dan menurut Siagian memberikan definisi pengawasan sebagai proses 
pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 
agar dimana pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 
salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat 
terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan 
yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan 
ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan 
masyarakat (social control). 
Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya 
penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat 
dilakukan adalah: 
1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; 
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; 
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. 
Hasibuan (1994:139) mengemukanan bahwa proses pengawasan pada 
dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen”, dengan 
menggunakan 2 (dua) macam teknik yaitu : 
1. Pengawasan Langsung (Direct Control) 
Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh manajer, manajer 
memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah 
dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.  
Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang 
pimpinan, terutama dalam organisasi seorang pempinan tidak mungkin dapat 
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selalu menjalankan pengawasan langsung itu, karena itu sering pula ia harus 
melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. 
2. Pengawasan tidak Langsung (Indirect Control). 
Yaitu pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang 
diberikan oleh bawahan. Laporan ini berupa lisan atau tulisan tentang 
pelaksanaan pekerjaaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. 
Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu adalah sering para 
bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, dalam perkataan lain, para 
bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang 
diduganya akan menyenangkan pimpinan. Padahal seorang pemimpin yang baik 
akan menuntut bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik, baik yang bersifat 
positif maupun negatif. Karena apabila hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, 
seorang pemimpin tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya. 
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun 
sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan 
dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga 
dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan 
apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun.  
 
II.2. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pelaksanaan otonomi daerah bisa di wujudkan apabila di sertai dengan 
otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi 
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan 
daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang di dukung oleh 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara 
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provinsi dan pemerintah kota. Hal ini berarti secara finansial daerah tidak 
tergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak 
mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah. 
Keterbatasan dana di daerah menjadi masalah yang sangat krusial yang 
di perkirakan dapat menghilangkan makna otonomi daerah. Beberapa daerah 
mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. 
Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan 
berbagai Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar untuk mengenakan 
pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan 
daerah untuk melaksanaka otonomi di tentukan oleh berbagai variabel, yaitu : 
variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan 
masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial 
budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum. 
Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang 
harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini 
kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan 
pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. 
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli 
Daerah adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber di dalam 
daerahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah 
merupakan sumber penerimaan daerah yang asli di gali di daerah yang 
digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai 
pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan 
dana dari pemerintah pusat. 
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Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah: 
“Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 
milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah”. 
Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah perlu semakin di intensifkan, agar tercapai 
keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 
serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggungjawab. 
Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah 
berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah 
secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari 
total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup 
besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.  
Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan 
masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam 
meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber 
pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah 
Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak 
terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur 
swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat 
memberikan masukan terhadap daerah. 
Menurut Suriadinata (1994:103) bahwa untuk memperoleh target 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggungjawabkan, 
penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut 
adalah: 
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1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan 
memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi 
tersebut serta faktor-faktor penghambatnya 
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang di 
perkirakan dapat di tagih; 
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan; 
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan 
sistem pungutan; 
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib 
bayar; 
6. Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.  
Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta 
penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah 
kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah 
yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Marihot,2005) Sumber 
PAD terdiri dari: 
1. Hasil pajak daerah 
2. Hasil retribusi daerah 
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
4. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah 
dan jasa giro. 
Berdasarkan pandangan di atas, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli 
Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan 
kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti 
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terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam 
menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 
pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 34 tahun 2000 tentang 
pajak daerah. Dalam penjelasan UU 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD 
merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur 
dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat 
berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, 
dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Penjelasan undang-undang juga mengisyaratkan bahwa di dalam 
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah 
kabupaten/kota di harapkan dapat mengelolah dan memanfaatkan seluruh 
sumber pendapatan daerah yang di milikinya secara optimal, dengan kata lain 
bahwa kepala daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan 
dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus menggantungkan 
anggaran dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Lebih lanjut di dalam 
administrasi keuangan daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang di urus dan 
di usahakan sendiri oleh daerah yang dimaksudkan sebagai sumber PAD guna 
pembangunan daerah 
Berdasarkan ketentuan dan definisi tersebut di atas, maka PAD dapat di 
simpulkan sebagai berikut: 
a. PAD merupakan sumber pendapatan daerah dengan mengelolah dan 
memanfaatkan potensi daerah. 
b. Di dalam mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat 
berupa pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Menurut UU 32 tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri atas: 
a. Hasil pajak daerah 
b. Hasil Retribusi Daerah 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
 
II.3. Konsep Sumber Pendapatan  Daerah 
Permasalahan yang menyertai kegamangan dalam persiapan 
pelaksanaan otonomi daerah di indonesia diwarnai adanya keranguan terhadap  
kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi sumber dana untuk 
membiayai kegiatannya. Dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah 
didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, banyak daerah yang 
memikirkan bagaimana meningkatkan taris pajak daerah dan retribusi daerah 
serta memikirkan untuk menciptakan objek-objek pajak daerah dan retribusi 
daerahyang baru. Sebagai langkah antisipasi terhadap keraguan tersebut , 
pemerintah telah menempuh kebijakam dengan menberi kewenangan yang lebih 
besar kepada daerah untuk menggali danah sebagai sumber bagi pembiyaan 
atas penyediaan publik services kepada masyarakat. Penggalian potensi dana 
tersebut antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
 Hal tersebut tercermin dengan diundangkannya undang-undang No.28 
tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang antara lain memberi 
kewenangan yang lebih besar melalui :  
1. Perluasan jenis dan cakupan pajak daerah dan retribusi daerah. 
2. Pemberian fleksibilitas vagi daerah untuk memungut jenis pajak daerah 
dan retribusi daerah. 
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Peranan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan 
daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil 
ekspoitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan kekuatan dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD). 
Dalam hubungan dengan pembiayaan pemerintah di daerah perlu 
diketahui sumber pendapatannya yang pasti agar terdapat kepastian pula 
mengenai pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintah di daerah. 
Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah (Davey, 1988:25) dapat 
dibagi atas: 
A. Alokasi dari pemerintah pusat yang terdiri dari : anggaran pusat 
(votes), bantuan pusat (grants), bagi hasil pajak, pinjaman, dan 
penyertaan modal. 
B. Perpajakan 
C. Retribusi 
D. Perusahaan (badan usaha) 
 
II.4.  Pajak dan Retribusi Daerah 
A. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi  
Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia 
harus berdasarkan dasar hokum yang kuat untuk menjamin kelancaran 
pengenaan dan pemungutan. Hal ini yang menjadi dasar hokum pemungutan 
pajak daerah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini. 
1. UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 
yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan, yaitu 23 Mei 1997. 
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2. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1 997 
tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta 
dan mulai berlaku pada tanggal diumdangkan, yaitu 20 Desember 2000. 
3. PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah, yang diundangkan di 
Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997. 
4. PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah, yang diundangkan di 
Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997. 
5. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang diundangkan di 
Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 
2001. 
6. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang diundangkan di 
Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 
2001. 
7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 
Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah 
kabupaten/kota di bidang pajak daerah. 
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 
Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah 
kabupaten/kota di bidang retribusi daerah. 
B.  Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 
Setelah diberlakukan kurang lebih 12 tahun sebagai ketentuan hukum 
pajak formal dan material dalam proses pengenaan dan pemungutan-
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia, pemerintah 
bersama DPR memandang perlu melakukan penggantian Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penggantian tersebut 
dilakukan oleh pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 34  
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) pada tanggal 15 September 2009 dan mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan 
bahwa UU Nomor 18 Tahun 1997 tantang pajak daerah dan retribusi daerah 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan 
dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan berlakunya UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan atas UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan 
kedua  atas UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana penyelenggaraan pemerintah 
daerah berlaku dengan memberikan kewenangan yang selua-luasnya, disertai 
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 
kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara. 
Hal-hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reformasi dalam 
UU pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 
28 Tahun 2009. Dalam bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut 
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara 
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.  
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II.5.  Retribusi Daerah 
Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah 
menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :  
1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh pemerintaha daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan;  
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swasta.  
5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 
dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, pengguanaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasiliatas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.  
Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri 
pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :  
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a. Retribusi di pungut oleh Daerah;  
b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah 
yang langsung dapat ditunjuk;  
c. Retribusi dikenakkan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau 
mengenyam jasa yang disediakan Daerah.  
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa 
umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :  
1. Retribusi Jasa Umum  
Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan 
kriteria-kriteria sebagai berikut :  
a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi 
Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;  
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 
pelaksanaan disentralisasi;  
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus baik orang pribadi atau badan 
yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani 
kepentingan dan kemanfaatan umum;  
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retrubusi;  
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya;  
f. Retribusi dapat di panggul secara efektif dan efesien, serta merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan  
g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.  
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Dari gambaran singkat mengenai teori retribusi diatas, yang menjadi poin 
penting adalah pemenuhan syarat-syarat ini harus diikuti dengan manfaat 
langsung yang dapat dirasakan oleh wajib retribusi yang telah membayar 
retribusi. Objek retribusi daerah hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah 
dan bukan hanya layanan yang seadanya. Perbaikan dan penambahan fasilitas 
yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan 
terhadap retribusi yang telah dibayar. 
Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 
dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan 
pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk 
menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi 
kepentingan warga msyarakat baik individu maupun badan atau koorporasi 
dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas 
daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber 
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, 
sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi  
masyarakat. 
Secara umum Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk 
kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi 
penduduknya secara perorangan, atau pungutan yang dilakukan daerah karena 
adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah 
daerah ( Mamesah, 1995). 
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Soelarno dalam buku Administrasi Pendapatan Daerah mendefinisikan 
bahwa Retribusi adalah : 
“Pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang berdasarkan 
norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan jasa yang diberikan, 
atas permohonan secara langsung dan untuk kepentinagn orang atau badan 
yang memerlukan”. 
Sumito, dalam buku Kaho, Prospek otonomi daerah mendefinisikan 
Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang 
dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini 
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, Retribusi 
yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah Retribusi Daerah.  
Dari pendapat diatas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi 
adalah: 
1. Retribusi dipungut oleh Negara. 
Retribusi merupakan pungutan sah yang dilakukan oleh pemerintah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. 
Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah sebagai pengganti 
(kerugian) atas pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada siapa saja yang 
membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan demikian, terdapat suatu paksaan 
bagi pengguna jasa layanan untuk membayar retribusi sebagai bentuk 
penggantian yang setimpal atas pemberian jasa layanan oleh pemerintah 
daerah. 
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. 
    33 
li 
 
Hal ini berarti bahwa pungutan retribusi didasarkan pada suatu pelayanan 
yang nyata-nyata dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat 
pengguna jasa layanan tersebut. 
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa 
yang disiapkan oleh Negara. 
Retribusi dikenakan terhadap siapa saja yang telah mengenyam jasa dari 
pemerintah daerah. Dengan demikian, jika ingin memperoleh jasa atau memakai 
jasa yang disediakan oleh pemerintah barulah pemakai membayarnya, selain itu, 
pungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali. 
II.5.1. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah 
Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1, sebagaimana di bawah ini:  
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;  
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;  
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil;  
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;  
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  
f) Retribusi Pelayanan Pasar;  
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  
i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;  
j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;  
k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;  
l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;  
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m) Retribusi Pelayanan Pendidikan;  
n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.  
Dalam pelaksanaannya Retribusi Jasa Umum harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
b. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha 
atau retribusi perizinan tertentu. 
c. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 
d. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan 
yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani 
kepentingan dan kemamfaatan umum. 
e. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
f. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 
pelaksanaannya. 
g. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
h. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
tingkat dan kualitas layanan yang baik. (Suandy, 2002:269 dalam Maryani 
skripsi,2004:35). 
Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa 
pelataran, los dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan 
2. Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 
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a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang 
belum dimanfaatkan secara optimal. 
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 
memadai oleh pihak swasta. 
Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana di bawah ini.  
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;  
c) Retribusi Tempat Pelelangan;  
d) Retribusi Terminal;  
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;  
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;  
g) Retribusi Rumah Potong Hewan;  
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;  
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;  
j) Retribusi Penyeberangan di Air;  
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.  
3. Retribusi Perizinan Tertentu 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi perizinan 
tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :  
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan 
kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;  
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 
umum; dan  
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c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut 
dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut 
cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.  
Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:  
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;  
c) Retribusi Izin Gangguan; 
d) Retribusi Izin Trayek;  
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.  
Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas 
dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu : 
9. Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat dan aspek keadilan. 
10. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak. 
11. Untuk retribusi perizinan rertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. 
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Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan: 
1. Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindar dari 
pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar 
lebih kecil dari yang seharusnya dibayar. 
2. Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam 
melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat membantu 
karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana adminstrasi 
maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan 
yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan 
penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi 
data pada instansi terkait, penetapan tarif, penagihan retribusi perlu petugas 
yang disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan pelaporan. 
3. Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan 
mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan 
tugas . 
 Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar 
retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan 
retribusi menurut Davey (1988) dalam Bambang.P yaitu sebagai berikut : 
1) Kecukupan 
Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk 
melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka 
permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik 
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keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumer daya yang 
efisien. 
Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan 
untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai 
dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar. 
2) Keadilan 
Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif 
retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban 
pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam 
masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing 
golongan. 
Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. 
Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang 
dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar. 
3). Kemudahan Administrasi 
Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir 
karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat 
diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka 
bayar. Hal ini terkait dengan benefit Principle pada retribusi yang dikemukakan 
oleh Mc.Master (1991) yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau 
kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan 
pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati 
dibebaskan dari kewajiban membayar. 
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4). Kesepakatan Politis 
Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh 
masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan 
kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian 
hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politis dalam menetapkan 
retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana 
memungut retribusinya. 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga 
kelompok masing-masing sebagai berikut: 
1. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya 
menggunakan surat kuasa untuk menyetor. 
2. Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya 
menggunakan barang berharga seperti leges, materai, kupon, dan 
formulir berharga. 
3. Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan 
dengan menggunakan kartu. 
Dari buku Mardiasmo Objek Retribusi Daerah terdiri dari:  
1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediiakan atau diberikan 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  
2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakna oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial.  
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  
Dari buku Mardiasmo Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:  
1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.  
    40 
lviii 
 
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.  
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin dari Pemerintah daerah.  
 
 
II.6. Konsep Pasar 
Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, pasar adalah tempat bertemunya 
penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang 
diperdagangkan yang menimbulkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik 
penjual maupun pembeli (2006:422). 
Menurut Peraturan daerah(Perda) kabupaten Pinrang, Pasar adalah area 
tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut 
sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, mall, plasa, pusat perdagangan 
maupun sebutan lainnya. 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No.16 tahun 2011  
menjelaskan bahwa: 
Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar 
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola 
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. 
Fungsi-fungsi pasar sebagai berikut ; 
1.Pasar sebagai tempat memberi sarana kenyamanan dan kepuasan dalam 
proses negosiasi menjual dan membeli yang menghasilkan sebagai kedua 
belah pihak. 
2.Sebagai sarana penetapan harga, 
3.Tempat sarana produksi/distribusi. 
4.Sebagai tempat sarana memperoleh sumber-sumber pendapatan.  
Adapun jenis-jenis pasar, yaitu : 
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1. Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya, yaitu pasar nyata dan pasar 
abstrak. 
2. Jenis pasar menurut cara transaksinya, yaitu pasar tradisional dan pasar 
modern. 
3. Jenis pasar menurut keleluasan retribusi, yaitu pasar lokal, pasar daerah, 
pasar nasional, dan pasar internasional. 
 
II.7. Konsep Retribusi Pasar  
Retribusi pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu 
jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk 
pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, 
kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa 
pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah . Objek Retribusi 
pasar adalah setiap pemanfaatan sarana / fasilitas pasar yang disediakan dan 
dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi pasar  adalah orang pribadi 
atau badan yang memanfaatkan fasilitas / sarana pasar. 
Objek retribusi pasar berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pinrang 
Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah yang 
disediakan pemerintah daerah berupa: 
a. Pelataran; 
b. los; 
c. kios; 
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis fasilitas dan 
kegiatan serta klasifikasi pasar sebagaimana yang di maksud peraturan daerah 
Nomor 16 Tahun 2011  pasal 11. 
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Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 
Pasal 13 dimana Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar 
ditetapkan sebagai berikut : 
Tabel II.1 
Jenis Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 
No Tipe Pasar Retribusi Harian (Rp) 
Retribusi Bulanan 
(Rp) 
Ket 
1 Pasar Tipe A 
- Kios/Gardu 
- Los  
- Pelataran Terbuka 
- Pelataran Tertutup 
 
  2.500/petak 
  2.000/petak 
  1.500/petak 
  2.000/petak 
 
15.000/M
2 
10.000/M
2
 
- 
- 
 
2 Pasar Tipe B 
- Kios/Gardu 
- Los 
- Pelataran Terbuka 
- Pelataran Tertutup 
 
2000/petak 
1500/petak 
1000/ petak
 
1000/ petak 
 
7.000/M
2 
5.000/M
2 
- 
- 
 
3 Pasar Tipe C 
- Kios/Gardu 
- Los 
- Pelataran Terbuka 
- Pelataran Tertutup 
 
1.500/petak 
1.500/petak 
1.000/ petak
 
1.000/ petak 
 
5.000/M
2
 
3.000/M
2
 
- 
- 
 
4 Pasar Tipe D 1.000 -  
Sumber: Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 
 
Menurut Peraturan daerah Kabupaten Pinrang  nomor 16 tahun 2011 
tentang  Tata Cara Pemungutan ;  
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur kemudian dalam 
Peraturan Bupati. 
Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan 
Retribusi Pasar Sentral dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di 
Kabupaten Pinrang, maka ditunjuk Dinas Perindustrian, Perdangangan, Energy 
dan Mineral untuk mengelola, memungut, dan mengawasi jalannya Retribusi 
tersebut. 
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II.8. Otonomi daerah 
Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud Otonomi Daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang 
selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
  Pengertian di atas menjelaskan bahwa kemampuan untuk mengurus 
rumah tangganya sendiri menjadi wewenang setiap daerah seperti; membuat 
kebijakan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Otonomi Daerah yang 
nyata dan bertanggung jawab di selenggarakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 
2004 dalam berbagai urusan Pemerintah Daerah menurut asas-asas sebagai 
berikut: 
a. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Urusan-urusan pemerintah daerah dalam asas ini 
diserahkan sepenuhnya kepada daerah baik yang menyangkut 
penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang 
menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat 
pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri yaitu terutama dinas-
dinas daerah. 
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b. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di 
Daerah. Urusan-urusan yang di limpahkan oleh pemerintah kepada 
pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap 
menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, 
pelaksanaan maupun pembiayaannya. 
c. Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas 
tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber 
daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. 
Dengan adanya asas-asas ini maka UU No.32 Tahun 2004 menganut 
prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta yang terpenting 
pengakuan terhadap keanekaragaman daerah sebagai dasar penyerahan 
kewenangan pada daerah. Jelas itu suatu hal yang telah berubah dari paradigma 
penyeragaman menjadi keanekaragaman. 
 
II.9. Kerangka Konsep 
Pembangunan Kabupaten Pinrang merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional. Orientasi pembangunan nasional pada masa sekarang 
memberikan titik berat pada kemandirian lokal.  
Dalam upaya pemerintahan membangun setiap daerah maka di 
keluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Undang- Undang ini menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan 
daerah otonom untuk berdiri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya bertujuan 
    45 
lxiii 
 
dalam rangka memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta 
meningkatkan peran masyarakat.  
Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam 
memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan 
pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari pendapatan asli 
daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka 
pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan 
daerah yang lain, salah satunya Retribusi pasar.  
Akan tetapi penerimaan dari sektor Retribusi Pasar ini belum maksimal. 
Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan retribusi pasar Sentral di Kabupaten 
Pinrang dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap 
permasalahan dalam pengelolaan penerimaan retribusi pasar yang dalam 
pengelolaannya di bedakan atas 4 bagian sesuai konsep dari George R. Terry 
dalam H. Malayu S. P. Hasibuang (2014:3) yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, kemudian mengarah pada 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat 
dari gambar berikut ini : 
Keterkaitannya dapat dilihat dari Kerangka Konsep berikut ini :  
     Gambar II.1 
Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
Pengelolaan 
Penerimaan 
Retribusi Pasar 
 
Perencanaan 
Pengorganisasian 
 
Penggerakan 
 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
daerah 
 
pengawasan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan keseluruhan proses berfikir yang dimulai 
dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkan dalam suatu 
kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk 
mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang 
diteliti (Iqbal Hasan, 2002). Dengan adanya metode penelitian maka suatu 
penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. 
III.1. Pendekatan Penelitian 
Dalam dunia sosial, pendekatan penelitian membantu manusia 
memahami fenomena yang terjadi disekitarnya. Rosady Ruslan dalam bukunya 
Metode Penelitian membagi pendekatan penelitian menjadi dua, yaitu kualitatif 
dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini, teori menjadi pedoman 
bagi peneliti untuk merencanakan penelitian.  
Dengan pendekatan kualitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada 
dan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan 
data dokumentasi. Sebagaimana Bogdan dan Taylor dalam bukunya yang 
berjudul Metode penelitian kualitatif (2005:4) yang mendefinisikan metodologi 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang  dan perilaku yang diamati. 
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III.2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Perindustrian, 
Perdangangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang, yang beralamat di Jalan 
Jend. Sukawati No. 1 tlp : 0421-921215 Kabupaten Pinrang. 
III.3. Tipe Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif . Penelitian deskriftif adalah 
suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu 
keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti 
(Kountur, 2003). Pemilihan tipe ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam 
pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan suatu 
gambaran mengenai keadaan dilapangan terkait proses, kendala serta upaya 
dalam pengadministrasian penerimaan retribusi pasar sentral di Kabupaten 
Pinrang. 
III.4. Narasumber 
Pemilihan narasumber pada penelitian difokuskan pada representasi atas 
masalah yang diteliti. Oleh karena itu, menurut Neuman (2002) pemilihan 
narasumber pada penelitian harus berdasarkan beberapa kriteria yakni : 
pertama, narasumber tersebut mengenal dengan jelas mengenai fenomena yang 
diangkat, kedua, narasumeber merupakan pihak yang terlibat dilapangan, dan 
ketiga narasumber memiliki waktu untuk wawancara dengan peneliti. 
Berdasarkan kriteria tersebut maka wawancara dilakukan kepada pihak-
pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Diantaranya adalah pihak-
pihak yang terkait dalam pengelolaan penerimaan retribusi pasar Sentral yaitu: 
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1. Dinas Perindustrian, Perdangangan, Energi dan Mineral Kabupaten 
Pinrang, yang merupakan pihak yang memonitoring seluruh penerimaan 
retribusi di kab. Pinrang, wawancara dilakukan kepada kepala sub bidang 
perencanaan dan bidang perdagangan.  
2. Kepala pasar Sentral Pinrang 
3. Petugas pemungut retribusi/ Kolektor 
4. Wajib retribusi/pedagang pasar Sentral Pinrang 
III.5. Jenis Dan Sumber Data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. 
Menurut Lofland (1984:47) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 
dokumen dan lain-lain. Penelitian dilakukan pada dua sumber, yaitu penelitian 
yang dilakukan dalam penelitian lapangan dan dari penelitian akan didapatkan 
dua jenis data yaitu : 
III.5.1. Data Sekunder 
Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu 
lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk 
pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan 
atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. 
III.5.2. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari 
narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan 
informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. 
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III.6. Teknik pengumpulan data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara 
sebagai berikut : 
III.6.1. Wawancara 
Wawancara menggunakan instrument penelitian berupa pedoman 
wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dibutuhkan peneliti 
terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan 
terbuka sehingga informan dapat menjawab secara bebas menurut 
pengetahuannya. Selain itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman 
atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman , emosi, motif, 
yang dimiliki responden yang bersangkutan.  
Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 
pengelolaan retribusi pasar Sentral yaitu pegawai/pejabat Dinas Perindustrian, 
Perdangangan, Energi dan Mineral serta wajib retribusi pasar Sentral sebagai 
pengguna jasa atau layanan. 
III.6.2. Observasi 
Suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan 
dengan objek penelitian. Dengan melaukan observasi, peneliti mencatat apa saja 
yang dilihat dan menggali dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran 
secara utuh tentang objek yang akan diteliti. 
III.7. Unit Analisis 
Desain penelitian yang dikategorikan sebagai studi kasus, ditentukan  
oleh unit analisisnya, Yin (2006). Dalam penyusunan penelitian, penulis 
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menggunakan unit analisis kelompok aktor atau organisasi yaitu Dinas 
Perindustrian, Perdangangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang sebagai 
aktor yang terlibat dalam pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Pinrang. 
Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif bahwa 
berbagai variabel dan indikator dalam kajian ini lebih lanjut dideteksi dengan 
pendekatan kelompok actor. 
III.8. Fokus Penelitian 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah 
pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pasar, maka perlu adanya batasan penelitian 
yang dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut: 
1. Pengelolaan Retribusi daerah yaitu proses merencanakan, 
mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi segala kegiatan yang 
berhubungan dengan retribusi pasar dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
2. Perencanaan, yaitu penyusunan dan penentuan aktivitas yang akan 
dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan dengan indikator yakni pendataan retribusi pasar dan 
penentuan target. 
3. Pengorganisasian, yaitu penentuan, pengelompokan, dan pengaturan 
berbagai aktivitas yang diperlukan dengan menempatkan orang-orang 
pada aktivitas tersebut dengan indikator penempatan dan pembagian 
kerja pegawai. 
4. Actuating, yaitu aktifitas pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai 
dengan fungsi dan tanggung jawabnya dengan indikator tingkat 
partisipasi pegawai dalam pelaksanaan tugas. 
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5. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk 
menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang 
telah ditentukan dan diidentifikasi permasalahan yang timbul serta 
pelaporan terhadap hasil-hasil yang diperoleh dengan indikator 
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Pinrang 
VI.1.1 Kondisi Fisik dan Wilayah 
Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 Kabupaten/Kota di 
Sulawesi selatan yang letaknya berada di bagian Barat Wilayah Propinsi 
Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 182 km arah utara dari Kota Makassar 
ibukota Propinsi Sulawesi selatan berada pada posisi letak geografis yaitu LS 
4010‟30”- 30019‟13”BT119026‟30”–119047‟20”. Kabupaten Pinrang memiliki luas 
wilayah 196.177 Ha atau dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Selatan : Kotamadya Pare-pare  
Sebelah Barat  : Kabupaten Polewali dan Selat Makassar  
Sebelah Utara  : Kabupaten Toraja  
Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Sidenreng   
Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan 
yang memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1961,77 Km terbagi menjadi 12 
Kecamatan yang meliputi 108 desa/kelurahan yakni 39 kelurahan dan 65 desa.  
Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang yaitu Kecamatan 
Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro 
Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, 
Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, 
Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Lembang. Kecematan Lembang 
merupakan Kecamatan terluas dengan luas sekitar 733,09 Km, sementara 
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Kecamatan Paleteang merupakan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu 
37,29 Km dari luas Kabupaten Pinrang. Wilayah daratan Kota Makassar dirinci 
menurut Kecamatan dapat dilihat pada persentase berikut : 
Gambar IV.1 
Luas masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2013 
Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang bervarisasi antara 0-
2000 m dari permukaan laut, yaitu (0-49 m) : 434,29 Km (10,10%) lebih dari 400 
m : 1122,69 Km2(57,23%). . sedangkan Iklim berdasarkan klasifikasi Schimidt 
dan Ferguson (1951) beriklim tropis tipe : A,B,C2,C2,DI DAN E1. Temperatur 
rata-rata harian berkisar antara 20C sampai 34C  terendah pada hari pukul  
06.00-07.00 dan tertinggi pada siang hari pukuk 13.00-14.00. 
VI.I. 2 Kependudukan 
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil proyeksi 
berjumlah 361.293 jiwa, yakni 175.115 laki-laki dan 186.178 perempuan yang 
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tersebar di 12 Kecamatan. Keseluruhan penduduk Kabupaten Pinrang adalah 
Warga Negara Indonesia. Secara umum penduduk Kabupaten Pinrang dari 
tahun ke tahun semakin meningkat, terlaihat pada gambar menunjukan bahwa 
tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah 184jiwa/km 
lebih meningkat dari tahun sebelumnya. 
Gambar IV.2 
Banyaknya Jumlah Penduduk Dirinci Tiap Tahun di Kabupaten Pinrang 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2013 
IV.2 Gambaran Umum Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi 
dan Mineral  Kabupaten Pinrang. 
IV.2.1 Visi  dan Misi 
Sebagai satuan kerja perangkat daerah Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Energi dan Mineral  Kabupaten Pinrang mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan dibidang Perindustrian, Perdagangan, Energi dan 
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Mineral Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang telah menentukan visi dan 
misalnya : 
a) Visi 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral SKPD Penggerak 
Utama Dalam Peningkatan Perekonomian Kabupaten Pinrang. 
Oleh karena itu pemaknaan Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi 
dan Mineral  dimaknai sebagai berikut : 
1. Penggerak utama 
Diartikan sebagai dinas yang mampu berperan sebagai motor 
penggerak utama dalam menjalankan roda perekonomian daerah 
2. Peningkatan perekonomian 
Diartikan bahwa sebagai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi 
dan Mineral  Kabupaten Pinrang mampu memberikan kontribusi yang 
bearti terhadap PDRB kabupaten pinrang. 
b) Misi 
1. Meningkatkan kompetensi dan propesionalisme SDM aparatur dan pelaku 
usaha industry dan perdagangan dalam upaya menumbuhkan industry 
dan perdagangan yang berbasis pada sumber daya local. 
2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industry yang berbasis 
sumber daya local. 
3. Peningkatan promosi produk unggulan daerah. 
4. Memberdayakan industry dan perdagangan menjadi pelaku ekonomi 
yang mandiri dan berdaya saing. 
5. Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendorong partisipasi 
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masyarakat dalam pembangunan industry, perdagangan serta 
pengelolaan energy dan mineral. 
6. Meningkatkan tertib usaha dan perlindungan konsumen menuju 
kehidupan masyarakat yang berkeadilan. 
7. Meningkatkan pembinaan pengelolaan dan pengawasan pertambangan. 
IV.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 
A. Tugas Pokok 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral  mempunyai tugas 
melaksanakan sebagai kewenangan atau urusan pemerintah daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 
perindustrian, perdagangan, energy dan mineral yang menjadi tanggung 
jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh bupati kepadanya. 
Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, dinas perindustrian, 
perdagangan, energy dan mineral mempunyai fungsi : 
1) Menyelenggarakan kegiatan tata usaha yang meliputi 
kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan dan rumah 
tangga dinas. 
2) Merencanakan pengawasan dan mengedalikan kegiatan di bidang 
industry, kimia, logam elektronika, dan industry hasil pertanian dan 
kehutanan serta industry kecil dan menegah serta kemitraan. 
3) Merencanakan, mengawasi dan mengedalikan kegiatan di bidang 
perdagangan yang meiputi pengadaan dan penyaluran barang, 
pemberian perizinan dan pembinaan usaha, enyediaan sarana 
dan prasaranan perekonomian serta promosi perdagangan dalam 
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dan luar negeri. 
4) Merencanakan, mengawasi dan mengendaikan kegiatan di bidang 
perlindungan konsumen, pengelolaan metrology legal dan 
peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa. 
5) Merencanakan,m mengawasi dan mengedalikan kegiatan di 
bidang energy dan mineral yang meliputi pembinaan dan 
pengawasan pertambangan rakyat, pembinaan dan pengawasan 
ketenagalistrikan, energy mineral dan non migas. 
B. Uraian Tugas/Fungsi 
Kepala Dinas 
Kepala dinas perindustrian, perdagangan, energi dan mineral mempunyai 
tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan, 
energi dan mineral serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh staf 
pelaksana dinas perindustrian, perdagangan, energi dan mineral. 
Sekertaris 
1. Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan urusan surat 
menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, urusan umum, 
kepegawaian dan keuangan. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud 
ayat(1) sekertaris mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan 
rumah tangga dan pemeliharaan kantor 
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian. 
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan. 
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d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana program dan 
pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana 
dinas. 
Bidang Perindustrian 
1. Bidang perindustrian mempunyai tugas merencanakan, 
mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang perindustrian 
berdasarkan perundang-undangan, melaksanakan koordinasi dan 
pengembangan kemampuan dan keterampilan industri kecil 
menengah serta menciptakan iklim kondusif dalam rangka 
pertumbuhan sektor industri yang berwawasan lingkungan. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud 
ayat(1) bidang perindustrian mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan pengembangan industri kimia, logam dan 
elektronika, industri hasil pertanian dan perikanan, industri 
kecil menengah serta pembinaan kemitraan. 
b. Penerbtan izin usaha industri (IUI) 
c. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan 
industri kecil menengah (IKM) 
d. Pemberian Perlindungan Kepastian Usaha Industri. 
e. Penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, 
menengah dan jangka panjang di bidang perindustrian. 
f. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, penerapan 
teknologi dan promosi produk industri. 
g. Fasilitasi dan pengawasan dalam penerapan standar 
kompetensi SDM industri dan kompetensi aparatur 
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pembina industri. 
h. Fasilitasi akses permodalan dan pembinaan industri yang 
berwawasan lingkungan. 
i. Fasilitas kemitraan dan kerjasama pengembangan industri. 
Bidang Perdagangan 
1. Bidang perdagangan mempunyai tugas merencanakan, membina, 
mengawasi, mengendalikan kegiatan di bidang perdagangan meliputi 
pengadaan dan penyaluran barang dan jasa, pembinaan usaha fasislitas 
perizinan dan pendaftaran perusahaan, penyediaan sarana dan 
prasarana perekonomian, menyiapkan data base perdagangan dan 
promosi perdagangan dalam dan luar negeri. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok seabagaimana yang dimaksud ayat (1) 
Bidang Perdagangan mempunyai fungsi: 
a. Menyusun Rencana Pembinaan, pengawasan, monitoring dan 
evaluasi serta pemberian izin usaha perdagangan, pendaftaran 
perusahaan dan pemberdayaan PPNS-WDP. 
b. Pengawasan, Pelaporan, Monitoring kegiatan dan Evaluasi 
Penyediaan, penyaluran dan informasi pasar serta stabilitas harga. 
c. Sarana dan Prasarana perekonomian. 
d. Sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri. 
e.  Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka 
penyusunan program dan kegiatan di bidang perdagangan. 
f. Penyusunan rencana promosi perdagangan dalam dan luar negeri. 
g. Pembinaan, penataan tempat dan peningkatan disiplin pedagang kak 
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lima dan asongan. 
h. Fasilitas penyusunan rencana akses ke Bank dan Lembaga 
Keuangan dalam rangka pengembangan usaha dagang kecil. 
Perlindungan Konsumen 
1. Bidang perindustrian konsumen mempunyai tugas menyusun rencana, 
pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang perlindungan 
konsumen, penyelenggaraan mertologi legal dan pengawasan barang 
beredar dan jasa. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat(1) 
bidang perlindungan konsumen mempunyai fungsi : 
a. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan 
perlindungan konsumen. 
b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKSM) dan 
instansi terkait lainnya dalam rangka sinkronisasi program dan 
kegiatan. 
c. Fasilitas dan pelayanan kegiatan tera ulang alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapannya (UTTP) 
d. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa yang 
diedarkan, dijual ditawarkan dan dipamerkan. 
e. Sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan perlindungan konsumen, 
metrologi legal dan pengawasan barang beredar dan jasa. 
f. Peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan SDM pembina 
perlindungan konsumen, metrologi legal dan pengawasan barang 
beredar dan jasa. 
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Energi dan Mineral 
1. Bidang energi dan mineral mempunyai tugas menyusun perencanaan, 
pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang pertambangan 
rakyat, ketenagalistrikan, energi dan mineral. 
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat(1) 
bidang energi dan mineral mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan data dan invesntarisasi kegiatan usaha 
pertambangan rakyat. 
b. Pembinaan dan pengawasan penerbitan izin usaha pertambangan 
rakyat, kelistrikan mineral dan isin lokasi pendirian stasiun 
pengisian bahan bakar umum (SPBU). 
c. Penyusunan data dan inventarisasi wilayah yang belum 
terjangkau listrik 
d. Pengadaan listrik pedesaan dan koordinasi dengan instansi terkait 
dalam bidang kelistrikan. 
e. Sosialisasi dan penyuluhan kegiatan pertambangan, kelistrikan 
sumber daya mineral dan energi. 
f. Singkronisasi program dan kegiatan bidang energi dan mineral 
dengan instansi/lembaga yang terkait. 
C. Struktur Organisasi 
Untuk melaksanakan tugas dang fungsinya, Susunan dan struktur 
Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral terdiri 
dari: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat 
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a. Sub Bagian Perencanaan 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Umum 
3. Bidang Perindustrian 
a. Seksi Industri Kimia, Logam dan Elektronik 
b. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan 
c. Seksi Industri Kecil Menengah dan Bina Kemitraan 
4. Bidang Perdagangan 
a. Seksi Pengadaan dan Penyaluran 
b. Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha 
c. Seksi Perekonomian dan Promosi Perdagangan 
5. Bidang Perlindungan Konsumen 
a. Seksi Perlindungan Konsumen 
b. Seksi Metrologi Legal 
c. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 
6. Bidang Energi dan Mineral 
a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat 
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan 
c. Seksi Mineral dan Energi Non Migas 
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah No. 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, maka bagan Struktur Organisasi 
Sebagai berikut: 
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Gambar IV. 3 
STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN MINERAL 
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  (Sumber: rencana strategis PERINDAGEM kab. Pinrang tahun 2014-2019) 
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IV. 2. 3. Sumber daya SKPD 
 Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Energi dan Mineral Kabupaten Pinrang didukung oleh sumber 
daya aparatur sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dengan formasi sebagaimana 
data dibawah ini : 
Tabel IV.1 
Jumlah Pengawai Negeri Sipil 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral  
Kabupaten Pinrang Tahun 2014 
No Bidang/UPT 
Jumlah 
pengaw
ai 
Eselon Pangkat/golongan Tingkat pendidikan 
II III IV I II III IV S2 S1 D3 SMA SMP SD 
1 Sekertaris 13 1 1 3 0 3 8 2 2 6 1 4 0 0 
2 Perindustrian 8 0 1 3 0 0 6 2 2 6 0 0 0 0 
3 Perdagangan 10 0 1 3 0 5 5 0 2 3 0 5 0 0 
4 Perlindungan 
konsumen 
5 0 1 2 0 2 3 0 0 2 0 3 0 0 
5 Energi 5 0 1 2 0 1 3 1 0 3 0 2 0 0 
6 UPT pasar 
sentral 
5 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 4 1 0 
7 UPT pasar 
kamp. jaya 
6 0 0 1 0 3 3 0 0 2 0 3 0 0 
JUMLAH 52 1 5 15 0 18 29 5 6 23 1 21 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Sumber: rencana strategis PERINDAGEM kab. Pinrang tahun 2014-2019) 
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IV.3 Gambaran Umum Kantor UPT Pasar Sentral Kabupaten Pinrang 
IV.3.1 Visi  dan Misi 
a. Visi 
Terwujudnya pasar sentral Pinrang yang bersih, sehat, nyaman, 
dan sejahtera. 
b. Misi 
 Meningkatkan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan 
pemberdayaan pedagang/penjual dengan kebijakan 
pemberian kredit usaha rakyat sehingga kesejahteraan 
masyarakat pedagang pasar meningkat 
 Mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simpel, 
akurat, realis, dan terpercaya dengan mengoptimalkan 
pelayanan secara prima kepada semua pengguna pasar 
serta menyediakan sarana dan prasarana, menuju pasar 
yang bersih, sehat dan nyaman. 
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IV.3.2 Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar 
sentral Pinrang. 
Gambar IV.4 
Struktur organisasi dan tata kerja 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar sentral Pinrang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
IV.3.3 Sumber daya  Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar sentral Pinrang 
Jumlah pegawai  di Unit Pelaksana Teknis (UPT) pasar sentral 
Pinrang sebanyak 5 (Lima) orang. Sedangkan  jumlah Pedagangan atau wajib 
Kepala 
HERIANTO, SE 
Penagihan 
B. BAKRI. S 
Keamanan & 
ketertiban 
EKA RAHARJA, SH 
Kebersihan 
ARFAN NUR 
Bendahara 
SAHARIAH, SH 
Kepala sub bagian tata usaha 
MASRUL UMAR, SE. M.M 
Peraturan Bupat Pinrang 
No. 6 tahun 2010 
Tanggal 07 april 2010 
PERDA No. 16 tahun 2011 
tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar   
   Unsur Pelaksana 
 (Sumber: Kantor UPT pasar sentral Pinrang 2015) 
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retribusi sebanyak 1381 pedangan dengan jumlah gardu lantai 1 sebanyak 156 
petak, gardu lantai 2 sebanyak 152 petak, kios sebanyak 140 petak, lods ikan 
sebanyak 132 petak, pelantaran tertutup 175 petak dan pelantaran terbuka 
sebanyak 626 petak. adapun perincianya sebagai berikut : 
Tabel IV.2 
Data gardu, kios/lods dan pelantaran 
NO Objek pasar Jumlah  
1 Gardu lantai 1 156 
2 Gardu lantai 2 152 
3 Kios 140 
4 Lods ikan 132 
5 Pelantaran tertutup 175 
6 Pelantaran terbuka 626 
Total 1381 
      Sumber: Kantor UPT Pasar Sentral Kab. Pinrang 2015 
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BAB V 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
V.1. Peranan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Pinrang 
Besarnya Target dan realisasi Retribusi daerah dapat dilihat dari Tabel 
berikut : 
Tabel V.1 
Target Dan Realisasi Retribusi Daerah 
No Tahun Target retribusi 
daerah 
Realisasi Persentase 
1 2010 Rp. 22.180.517.150 Rp. 8.882.584.733,56 40,05% 
2 2011 Rp. 22.438.945.150 Rp. 12.556.485.548 55,96% 
3 2012 Rp. 21.650.524.550 Rp. 10.881.454.895 50,26% 
4 2013 Rp. 7.871.556.050 Rp. 6.229.570.110 79,14% 
  Sumber :Dinas Pengelolaan Pendapatan keuangan dan asset daerah Kab.Pinrang,2015 
Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah 
Kab.Pinrang tidak pernah memenuhi target, dapat dilihat pada tahun 2010 tidak 
memenuhi target yang telah ditentukan, realisasiya mencapai 40,05%. Kemudian 
pada tahun 2011 mengalami peningkatan dan realisasiya hanya mencapai 
55,96%. Pada tahun 2012  mengalami penurunan, yang  realisasiya hanya 
mencapai 50,26%, dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sekitar 29% 
menjadi 79,14%.  
Berdasarkan data diatas penulis menarik kesimpulan bahwa tidak 
mencapainya target retribusi daerah Di Kabupaten Pinrang karena banyaknya 
masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal. Namun 
demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup strategis 
bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kolektor yang penulis 
temui langsung menyatakan bahwa: 
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“Menurut saya penerimaan retribusi pasar sentral tidak memenuhi target, 
sebenarnya sih memenuhi target karena kami dari kolektor hampir selalu 
menyetor uang sesuai target yang telah di berikan jadi kalau mau di hitung-hitung 
sebenarnya melampui tapi entahlah,contohnya dari semua kolektor menyetor 
uang semua kurang lebih 2 juta setiap hari jadi kalau di hitung-hitung setiap 
tahun itu hampir 720 juta dimana target hanya 600 jutaan yang di tetapkan dinas 
PERINDAGEM.di mana lebihnya itu ?? di sisi lain juga ada wajib retribusi yang 
tidak mau bayar retribusi”.(Wawancara, 24  Januari 2015). 
 
Tabel V.2 
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
No Tahun Target PAD Realisasi Persentase 
1 2010 Rp. 39.978.409.607 Rp. 21.008.952.607,40 52,55% 
2 2011 Rp. 40.347.642.474 Rp. 26.639.115.860,44 66.02% 
3 2012 Rp. 40.191.581.150 Rp. 29.604.658.585,49 73,66% 
4 2013 Rp. 52.662.336.069 Rp. 52.045.879.173,39 98,83% 
Sumber :Dinas Pengelolaan Pendapatan keuangan dan asset daerah kab. Pinrang ,2015 
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan 
PAD belum maksimal, dapat dilihat data realisasi Pendapatan Asli Daerah 
kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa angka realisasi PAD meskipun tiap 
tahunya mengalami peningkatan, tetapi tidak mencapai target . Walaupun pada 
tahun 2013 hampir 100% realisasinya. 
 
V.1.1. Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Terhadap Retribusi Daerah 
Kabupaten Pinrang 
Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar sentral Pinrang terhadap 
Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menghitung penerimaan retribusi 
pasar sentral pada tahun bersangkutan dengan Pendapatan Asli Daerah secara 
keseluruhan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
Retribusi Pasar Sentral    x 100% 
Retribusi Daerah 
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Tabel V.3 
Kontribusi Retribusi pasar Sentral  Terhadap Retribusi Daerah 
Tahun Realisasi Retribusi 
pasar sentral 
Realisasi Retribusi 
daerah 
kontribusi 
2010 Rp. 201.359.800   Rp. 8.882.584.733,56 2,27% 
2011 Rp. 363.790.400 Rp. 12.556.485.548 2,89% 
2012 Rp. 397.452.900 Rp. 10.881.454.895 3,65% 
2013 Rp. 549.616.700       Rp. 6.229.570.110 8,82% 
            Sumber : Data Sekunder diolah pada tanggal 22 januari 2015 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar 
sentral Pinrang terhadap retribusi daerah dari tahun 2010-2013 mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukan angka cukup tinggi 
dibandingkan dengan kontribusi retribusi pasar pada pasar-pasar lain yang ada 
di Pinrang. Apabila digabungkan semua pasar yang ada di Pinrang masih lebih 
besar kontribusi pasar sentral dibandingkan dengan kontribusi pasar lainnya. 
Pada tahun 2010, kontribusi retribusi pasar sentral Pinrang mencapai 2,27%. 
Sedangkan untuk tahun 2011 kontribusi retribusi pasar sentral Pinrang terhadap 
retribusi daerah meningkat menjadi 2,89%. Selanjutnya untuk tahun 2012 
penerimaan retribusi pasar sentral Pinrang tetap mengalami peningkatan yaitu 
sebesar 3,65 %, dan terakhir 2013  mengalami peningkatan sebesar 5,17% yaitu 
8,82 %. 
Tabel V.4 
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan asli Daerah Kab. Pinrang  
No Tahun Realisasi retribusis pasar 
sentral 
Realisasi PAD Persentase 
1 2010 Rp. 201.359.800  Rp. 21.008.952.607,40  0,09 
2 2011 Rp. 363.790.400 Rp. 26.639.115.860,44 1,36 
3 2012 Rp. 397.452.900 Rp. 29.604.658.585,49 1,34 
4 2013 Rp. 549.616.700 Rp. 52.045.879.173,39 1,05 
Sumber: Data sekunder diolah pada tanggal 22 Januari 2015 
Dari table Tabel di atas  Dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar 
sentral terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Pinrang dari tahun 
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2010-2013 sangatlah kecil. Pada tahun 2010 realisasi retribusi pasar sentral 
sebesar Rp. 201.359.800 dan realisasi PAD sebesar Rp. 21.008.952.607,40 jadi, 
Persentase kontribusi retribusi pasar sentral terhadap PAD yaitu 0,09%, 
selanjutnya pada tahun 2011 realisasi retribusi pasar sentral sebesar Rp. 
363.790.400 dan realisasi PAD sebesar Rp. 26.639.115.860,44 mengalami 
peningkatan signifikan dimana persentase kontribusi retribusi pasar sentral 
terhadap PAD yaitu 1,36%, selanjutnya pada tahun 2012 realisasi retribusi pasar 
sentral sebesar Rp. 397.452.900 dan realisasi PAD sebesar Rp. 
29.604.658.585,49 mengalami penurunan persentase kontribusi retribusi pasar 
sentral terhadap PAD yaitu 0,02% dari 1,36% manjadi 1,34%, dan terakhir pada 
tahun 2013 realisasi retribusi pasar sentral sebesar Rp. 549.616.700 dan 
realisasi PAD sebesar Rp. 52.045.879.173,39 mengalami penurunan tapi dilihat 
dari realisasi retribusi pasar sentral dan realisasi PAD sangatlah besar dari tahun 
sebelumnya dimana persentase kontribusi retribusi pasar sentral terhadap PAD 
yaitu 1,05%. 
Penerimaan retribusi pasar sentral sangat menunjang dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya penerimaan 
retribusi pasar sentral Pinrang cenderung tidak mencapai target yang ditentukan. 
Hal ini terjadi karena diiringi dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah Kab. Pinrang. Selain itu, disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib 
retribusi untuk membayar retribusi pasar sentral, juga masalah pelaksanaan 
pemungutan, dan pengelolaan retribusi pasar yang masih perlu di tingkatkan. 
 
V.2. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Pinrang 
Pengelolaan  merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha 
yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan 
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serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan, yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan 
antara fungsi dari manajemen itu sendiri yang terdiri atas perencanaan, 
pengorganisasian, actuating dan pengawasan. 
Demikian pula pada pengelolaan penerimaan retribusi pasar Sentral 
Pinrang yang dalam hal ini di kelola oleh Dinas Perindustrian, Perdangangan, 
Energi dan Mineral senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam 
pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya 
pencapaian tujuan organisasi. 
 
 
V.2.1. Planning 
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan 
memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumber-
sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan 
jadwal yang diikuti. Perencanaan merupakan sebagai suatu proses menetapkan 
tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, 
perencanaan tidak bisa statis, tetapi harus dinamais, berkesinambungan dan 
fleksibel. Dinamis artinya perencanaan harus melihat kedepan,memberikan 
prospek secara rasional, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
jawaban, apakah dan bagaimana harus benarbenar diperhitungkan, itulah 
sebabnya perencanaan harus didahului oleh suatu penjajakan yang bersifat 
penyidikan pendahuluan. 
Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 
Sentral di Kabupaten Pinrang maka perlu adanya perumusan perencanaan dari 
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dinas pengelolah. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya 
pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. 
Adapun perencanaan dari Dinas perindustrian, perdangangan, Energi dan 
Mineral kab. Pinrang  sesuai yang dikemukakan oleh Sub  Bagian Perencanaan  
yaitu perencanaan penentuan target penerimaan Retribusi Pasar dan pendataan 
Wajib Retribusi pasar Sentral. 
 
V.2.1.1. Penentuan Target 
Target penerimaan Retribusi Pasar sentral merupakan tolak ukur realisasi 
penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi 
pasar sentral di Kab. Pinrang, yaitu proses penentuan target penerimaan 
Retribusi Pasar sentral yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu 
terhitung mulai dari  Januari sampai Desember. 
Adapun mekanisme penentuan target sesuai dengan hasil wawancara 
oleh Sub Bagian Perencanaan bapak Abdul Rauf, SE., yaitu : 
“Target pendapatan didalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun ,terkhusus 
dengan target retribusi pasar yang di kelolah Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Energi dan Mineral  dimana pihak Kami  menyusunan RKA (Rancangan Kerja 
Anggaran) baru di ekspose ke BAPEDA setalah di ekspose atau di periksa 
BAPEDA terbentuklah namanya RK(Rencana Kerja) baru di serahkan lagi ke 
PPKAD(Dinas Pengelolaan  Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah ) baru ke 
badan Legislatif yaitu DPRD membahas dan menyetujui, setelah disetujui Badan 
Legislatif terbentuklah namanya DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan 
itulah acuan kami untuk pelaksanaan di lapangan. 
 
Selanjutnya setelah RAPBD telah disusun oleh pihak eksekutif melalui tim 
anggaran maka selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD untuk 
dibahas. Kemudian oleh DPRD setelah menerima RAPBD maka dilakukan 
serangkaian proses terhadap RAPBD tersebut yakni mulai dari pembahasan 
kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna. 
Setelah mendapat persetujuan dari anggota DPRD maka RAPBD tersebut 
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ditetapkan menjadi APBD melalui PERDA. Untuk itu target penerimaan yang 
telah ditetapkan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan 
pemungutan. 
Selanjutnya ditambahkan oleh Kepala Bagian Perdangangan bahwa : 
“ Dan Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap 
pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta 
menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai 
itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi 
pasar pertahun disetiap pasar” (wawancara 21 Januari 2015) 
 
Kemudian ia menambahkan bahwa : 
“Persoalan mendasar kami dalam penentaun target pertahunnya adalah tidak 
adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi 
perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya. 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
perencanaan dalam hal penetuan target penerimaan retribusi pasar Sentral 
pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat 
tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karenatidak adanya 
data yang akurat tentang potensi yang dimiliki oleh pasar, merupakan salah satu 
faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi pasar Sentral Pinrang tidak 
sesuai dengan yang direncanakan. 
Menurut Kepala UPT Pasar mengatakan bahwa : 
“Tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh faktor cuaca tidak 
mendukung, ada juga acara-acara penganting para penjual dan banyak wajib 
retribusi yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar, khususnya bagian 
pelataran, Jumlah mereka yang tidak menentu membuat kita kesulitan untuk 
mendata mereka. Dan kurangnya kesadaran mereka dalam membayar retribusi 
pasar” (wawancara 21 januari 2015). 
 
Kemudian menurut kepala pasar sentral mengemukakan bahwa : 
“Banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan retribusi pasar sentral, 
diantaranya yaitu faktor cuaca,ya kalau hujan terus, banyak pedangang yang 
tidak menjual,terutama yang dipelataran,sehingga tidak ditarikretribusi,ada juga 
penjual pindah-pindah tempat menjual,yang kadang ramai,kadang sepi, dan juga 
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kalau hari raya, pasti kurang yang berjualan di pasar sentral, kios/los 
ditutup,apalgi dipelataran.  
 
Ini diperjelas oleh salah satu kolektornya yang bertugas memungut 
rertibusi pasar sentral Pinrang, ia mengatakan bahwa : 
“Kami biasanya terkendala dalam menagih para penjual  yaitu faktor cuaca dan 
dagangan mereka belum ada yang laku atau tidak ada uangnya”. 
 
Lain halnya yang dikemukankan oleh ibu ida salah satu penjual makanan  yaitu : 
“ biasa to de‟ biasa to ku bayar apana keluarga ka pa‟lelewe “  
 
Dari wawancara diatas wajib retribusi mengatakan  biasa saya bayar 
biasa juga tidak, karena keluargaku  penagihnya . 
Kemudian juga menurut Ibu Sadariah salah satu penjual beras dipasar 
sentral Pinrang  mengatakan : 
“Saya selalu membayar karcis”. 
 
Kemudian ditambahkan lagi,oleh Ibu moha, salah satu penjual sayur-
sayuran dipasar sentral: 
“saya  jarang bayar karcis karena kadang penangih belum datang pada saat 
saya mau pulang”. 
 
Lain halnya dengan hasil wawancara dengan salah satu penjual pakaian 
yaitu hj Erna menyatakan: 
“Retribusi yang dipungut di tempat saya Rp 2.500 per  gardu/per hari karena 
saya mempunyai 2 gardu jadi saya bayar 5.000 setiap hari”.(Wawancara, 22 
Januari 2015). 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui masih kurangnya 
kesadaran masyarakat atau wajib retribusi tentang pentingnya pembayaran 
retribusi, pada hal hasil dari retribusi yang mereka bayar juga digunakan untuk 
memperbaiki fasilitas pasar yang sudah tidak layak pakai, dan membantu 
pelaksanaan pembangunan. 
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Dari keseluruhan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, tidak heran 
jika target penerimaan retribusi pasar sentral tiap tahunnya tidak pernah 
mencapai target, padahal jika dilihat dari jumlah penjual yang ada dipasar begitu 
besar potensi pasar sentral ini,dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pinrang, 
tetapi dalam kenyataannnya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena 
kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya 
membayar retribusi, masih melekatnya pengaruh hubungan kekeluargaan yang 
dilakukan oleh para kolektor, dan masalah dalam internal organisasi Dinas 
Pengelola serta faktor cuaca. 
 
V.2.1.2. Pendataan Retribusi 
Sumber penerimaan retribusi pasar sentral Kabupaten Pinrang ini meliputi 
: Retribusi gardu, retribusi kios, retribusi lods dan pelantaran. Dari keempat 
sumber penerimaan retribusi diatas, jenis retribusi utama yang menjadi objek 
penerimaan retribusi pasar yaitu  pelataran, gardu,lods dan kios. Jumlah 
pedagang tetap Gardu yang tercatat sebanyak 308 pedagang, Pelantaran 
sebanyak 801(pelantaran terbuka sebanyak 626 pedagang dan pelantaran 
tertutup sebanyar 175 pedagang),lods sebanyak 132 pedagang  dan Kios 
sebanyak 140 pedagang. Meskipun jumlah ini setiap hari sangat fluktuatif, karena 
demikianlah karakter dari pedagang.  
Hasil wawancara dengan staff pengawai kantor kepala pasar mengatakan 
bahwa: 
“pendataan disini dek kami terus perbaharui karena kami disini 
kelapangan terus,ketika kami mendengar bahwa ada tempat tidak 
ditempati sekarang penjualnya kami langsung pergi menanyakan dekat 
tempat kosong tersebut apakah tempat ini masih ditempati menjual atau 
tidak karena biasa juga ketika ada penjual mau mengundang pedagang 
datang ke acaranya langsung datang kepada kami mengambil nama-
namanya”. 
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V.2.1.3. Jumlah Pedagang Retribusi Pasar Sentral Kab. Pinrang 
Gambar V.1 
Persentase Jumlah Pedagang Pasar Sentral Pinrang 
 
Sumber : kantor kepala upt pasar sentral kabupaten pinrang, 2015 
Jumlah pedagang tetap Kios yang tercatat sebanyak 140 pedagang, Los 
sebanyak 132, gardu sebanyak 308, dan pelataran sebanyak 801. Sedangkan 
jumlah pedagang yang tidak tetap 30 pedagang. Meskipun jumlah ini setiap hari 
sangat fluktuatif, karena demikianlah karakter dari pedagang. 
 
V.2.2. Organizing 
 
Dalam arti badan, organisasi adalah sekelompok orang yang 
bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, dalam arti bagan, organisasi 
adalah gambaran skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang 
yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai suatu tujuan dan dalam arti 
dinamis, organisasi adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan, 
pembatasan tugas dan tanggungjawab serta penetapan hubungan antara unsur-
gardu
kios
lods
pelantaran
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unsur organisasi sehingga memungkinkan orang bekerjasama secara efektif 
untuk mencapai tujuan (M. Fuad, 2001:102) 
Istilah organisasi yang didefinisikan secara statis diartikan sebagai suatu 
gambaran secara skematis tentang bagian-bagian tugas dan tanggungjawab dan 
hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau suatu lembaga, 
sedangkan secara dinamis diartikan sebagai suatu proses penetapan dan 
pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau 
tangungjawab serta wewenang dan  penetapan hubungan antara unsur 
organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama 
seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. (Manulang, 1971:49). 
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi 
yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang 
dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses 
susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. 
Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi 
agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. 
Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau 
ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. 
 Untuk dapat menjalankan peranan tersebut, keberadaan sumber daya 
manusia yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral 
Kab.Pinrang merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan 
suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya 
manusia yang ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan 
pemimpin disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang 
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ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib 
retribusi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral. 
Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral maka 
diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti 
sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara 
yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan 
prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsure-unsur yang 
menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar . 
V.2.2.1. Sumber daya Manusia 
Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah 
pekerjaaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai 
tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan 
dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan 
pemungutan retribusi pasar sentral diketahui dari Kepala UPT pasar mengatakan 
bahwa : 
“Jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah 
kolektor pasar sentral  berjumlah 4 orang yang setiap hari melakukan 
pemungutan retribusi Pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah 
kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi, tapi tidak 
menutup kemungkinan akan di tambah” (wawancara 21 januari 2015). 
 
V.2.2.2. Pembagian Tugas 
Agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian 
tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan 
efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi pasar Sentral semua pedagang 
tidak ada yang tidak membayar retribusi 
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seperti yang dikatakan oleh Kepala Pasar Sentral bahwa : 
“Untuk lebih memudahkan pekerjaan masing-masing kolektor kami membagi 
perwilayah  kami lakukan agar pemungutan bisa berjalan efektif dan efisien.” 
(wawancara 21 Januari 2015). 
 
Sejalan dengan pendapat di atas salah satu kolektor retribusi pasar 
mengatakan bahwa : 
“Dalam melakukan pemungutan retribusi pasar kami di bagi menjadi perwilayah, 
ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu 
kami mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan” ( 
wawancara 24 Januari 2015). 
 
Adapun aspek yang paling penting dalam pemungutan retribusi adalah 
waktu dan tempat serta besarnya biaya pemungutan. 
Untuk wajib retrbusi yang tidak menetap pada suatu pelataran 
diprioritaskan pemungutan lebih awal. Pedagang sayur-sayuran yang biasanya 
mulai beraktifitas di pagi hari dan pulang cepat ketika jualanya sudah habis, 
untuk wajib retribusi tersebut biasanya dipungut lebih awal dibandingkan dengan 
pedagang yang sudah mempunyai tempat yang khusus didalam pasar. Seperti 
yang dikatakan oleh salah seorang kolektor bahwa : 
“ Dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan pedagang-
pedagang yang ada diluar pasar, yang tidak memiliki tempat khusus didalam 
pasar seperti penjual sayur-sayuran karena merekalah yang paling cepat 
pulangnya.” (wawancara 24 Januari 2015). 
 
Sejalan dengan pendapat diatas Pak bakri yang juga merupakan salah 
satu kolektor juga mengatakan bahwa : 
“Kami selalu mendahulukan pemungutan retribusi kepada pedagang yang lebih 
cepat pulangnya agar target kami bisa tercapai karena kami diberikan target 
kepada Dinas pengelola.” (wawancara 24 Januari 2015). 
 
Menurut poddin salah seorang penjual campuran di pasar Sentral (wajib 
retribusi) mengatakan bahwa : 
“Pungutan retribusi yang saya bayar selama ini tidak terlalu memberatkan, saya 
rasa sudah sepadanlah dengan fasilitas yang disediakan pemerintah,dan 
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pembayarannya pun tidak menyusahkan,tinggal ambil karcis,dan sikap pemungut 
retribusinya juga sangat ramah,jadi tidak memberatkan kami untuk membayar.” ( 
wawancara 24 Januari 2015). 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas 
pemungutan retribusi pasar sentral sudah sesuai dengan yang sebenarnya, 
tetapi harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya. 
V.2.2.3. Standar Kerja 
Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar 
kerja bagi para kolektor retribusi pasar sentral agar dapat melaksanakan 
pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pasar sentral 
mengatakan bahwa : 
“Untuk kolektor pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja yaitu 
saat dimulainya pasar sampai selesai yaitu mulai pukul 06.00 sampai pukul 
12.00” (wawancara 21 Januari 2015). 
 
Setelah dikonfirmasi oleh salah seorang kolektor pasar sentral ia 
mengatakan bahwa : 
“Jam kerja yang telah diberikan kepada kami biasa kami percepat karena 
biasanya pedagang datang cepat kami biasa datang pukul 05.30.” (wawancara 
24 Januari 2015). 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa standar kerja 
para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan, namun 
kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat 
berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai 
unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan 
retribusi Pasar Sentral Pinrang . 
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V.2.2.4. Metode Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sental di Kab. Pinrang 
dilakukan setiap hari, adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 
sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Sentral, yaitu : 
“Dalam pelaksanaan pemungutan  selama ini kolektor pemungut retribusi 
mendatangi langsung para wajib retribusi, dengan memberikan karcis lalu di 
bayar sesuai yang di karcis”. 
 
  Kemudian menurut pak celloe salah satu  kolektor pemungut retribusi  
mengatakan bahwa : 
“dikasihkan karcis baru di bayar sesuai di karcis besarannya tapi biasanya pen 
jual tidak mau ambil karcisnya”. 
 
Di tambahkan oleh pak Muh.Idrus salah satu kolektor pemungut retribusi 
mengatakan bahwa: 
 “pengang karcis diberikan baru diambil uangnya” 
Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa : 
“ Pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi kami, 
dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus kita bayar, dan 
pembayarannya pun sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan”. 
 
Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan metode 
pemungutan retribusi pasar sangat mudah, yaitu hanya memberikan karcis 
kepada wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak perlu repot mendatangi pos 
pemungutan retribusi. Dan dengan menggunakan karcis diharapkan tidak terjadi 
penyelewengan dalam hal pemungutannya, sehingga semua hasil dari 
pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyentornya ke Dinas Pengelolah. 
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V.2.3. Actuating 
 
Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua 
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan 
perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating adalah 
menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh 
kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 
secara efektif. Actuating merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan 
yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan 
tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. 
Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena 
disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari 
manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang 
berbeda-beda. 
Adapun bentuk actuating yang dilakukan oleh Dinas Perindag, Energi dan 
Mineral sesuai dengan keterangan Kepala UPT pasar sentral yang mengatakan 
bahwa : 
“Setiap hari kami turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada 
proses pemungutan retribusi pasar sentral, juga memberikan arahan kepada 
para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab.” ( 
wawancara 24 Januari 2015)”. 
 
Kemudian menurut Kepala Pasar Sentral : 
“Tiap hari saya disini,pagi,siang dan sore kadang-kadang datang juga kalau 
malam di pasar sentral, untuk memantau para kolektor, petugas kebersihan, 
satpam dan kondisi pasar apakah sudah melaksanakan tugasnya atau belum”. 
 
Bentuk penggerakan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana sistem 
penggajian para kolektor/pemungut retribusi pasar sentral dan adakah reword 
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yang di berikan jika target yang direncanakan bias tercapai. seperti yang 
dikatakan oleh Kepala Bidang Perdagangan bahwa : 
“ada, apakah kami belikan motor atau membawah studi banding ke daerah-
daerah, tahun lalu kami membawah kolektor kami yang bernama wa‟moro ke bali 
dan zainuddin petugas kebersihan dan insyah allah kami akan meningkatkan 
kinerja kami dan akan terus memperhatikan kinerja kolektor kami.”(wawancara 
21 Januari 2015). 
 
 Di tambahkan oleh Wa‟Moro salah satu kolektor pasar sentarl 
mengatakan bahwa; 
“sesuai dengan target penyetoran, memang begitu saya sudah pernah 
dibawah ke bali studi banding”(wawancara 24 januari 2015) . 
 
Selanjutnya sistem penggajian para kolektor menurut Kepala Bagian 
Perdangangan mengatakan bahwa : 
“Semua kolektor/pemungut retribusi pasar Sentral berstatus digaji pertriwulan  
dan kami mempunyai fakta integritas dengan petugas kolektor tersebut ketika 
melanggar dia siap mengundurkan diri.” (wawancara 21 Januari 2015). 
 
Setelah dikonfirmasi kepada salah seorang kolektor ia mengatakan 
bahwa : 
“Kami harap kepala  Dinas Perindag, Energi dan Mineral  lebih 
memperhatikan gaji kami karena gaji yang biasanya di dapatkan 
pertriwulan sebanyak Rp. 450 ribuh sering sekali menunggak dan tidak 
tepat waktu, bagaimana kami semangat bekerja kalau pemerintah tidak 
memperhatikan gaji kami” (wawancara Minggu, 24 Januari 2015). 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sistem 
penggajian para kolektor yang kadang-kadang terlambat dan tidak sesuaai 
dengan bebannya dengan penghasilan 150 perbulan dan di bayar pertriwulan 
membuat mereka tidak semangat dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah 
daerah harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan kolektor  hal ini karena 
ini sangat berpengaruh pada kinerja para kolektor. 
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V.2.4. Pengawasan 
 
Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-
tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah 
usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan 
perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, 
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, 
menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil 
tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 
perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam 
pencapaian tujuan-tujuan. 
Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral 
merupakan hal yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan 
memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-
ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses 
pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan 
pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan 
yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan 
pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir. 
Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pasar Sentral Di Kab. 
Pinrang  yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, untuk menghindari dan 
menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta 
kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. 
Sebab dalam pengelolaan retribusi pasar Sentral tanpa dilakukan pengawasan, 
maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang 
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dilaksanakan oleh pengelolah dan  para petugas yang melaksanakan 
pemungutan retribusi di Pasar Sentral Di Kab. Pinrang 
Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya 
kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan pengelolah dalam pemungutan 
retribusi pasar dapat ditekan seminimal mungkin  
Dalam pengawasan penerimaan retribusi pasar Sentral Di Kab. Pinrang 
dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan 
pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPT 
(unit pelaksana teknis ) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala 
Dinas Perindustrian, Perdanganga, Energi dan Mineral. 
 
V.2.4.1. Pengawasan Langsung 
Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPT Pasar Di 
Kab. Pinrang yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas 
pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan 
retribusi pasar Sentral Di Kab. Pinrang. Seperti yang dijelasakan oleh Kepala 
UPT Pasar bahwa: 
“Setiap hari pasar saya turun kelapangan, baik pagi, siang ataupun sore, karena 
itu merupakan tugas saya selaku kepala pasar, dan memastikan apakah kolektor 
sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan 
bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah membayar 
kewajibannya.”(wawancara 21 Januari 2015). 
 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ Untuk melakukan pengawasan kepada para kolektor maka selalu dilakukan 
pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini 
dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa 
dilihat dari jumlah target setoran pungutan retribusi tapi biasanya selalu terpenuhi 
walaupun kadang-kadang juga tidak tapi biasanya ketika tidak terpenuhi karena 
ada factor x maksudnya cuaca.” (wawancara 21 Januari 2015). 
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Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala UPT 
Pasar sebagai penaggungjawab penerimaan retribusi pasar setiap hari turun 
kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, 
untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, 
kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan 
retribusi pasar sentral di Kab. Pinrang. 
Adapun bentuk sanksi yang diberikan pada kolektor jika melakukan 
kelalaian dalam melaksanakan tugasnya serta wajib retribusi yang tidak 
membayar kewajibannya sesuai dengan penjelasan yang diberikan Kepala UPT 
pasar Pinrang bahwa : 
“Untuk para kolektor yang yang tidak melaksanakan tugasnya kami langsung 
turun tangan atau diganti sementara kalau masalah sanksi  kami hanya 
memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi kesalahannya 
tapi jarang seperti itu karena ketika ada salah satu kolektor berhalangan pasti 
melapor kepada kami. Tapi ketika terus dilakukan bisa saja kami gantikan 
selamanya ” (Wawancara 21 Januari 2015). 
 
Selain itu ia menambahkan bahwa : 
“ Kami mempunyai aturan bagi wajib retribusi yaitu bila ada wajib retribusi yang 
sudah tiga bulan berturut-turut tidak membayar kewajibannya maka kami akan 
mengeluarkan mereka dan menggantinya dengan orang lain.” (Wawancara 21 
Januari 2015 ). 
 
Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang 
tegas akan diberikan kepada para kolektor retribusi pasar Sentral bila melakukan 
kelalaian yang berulang-ulang dan para wajib retribusi yang tidak membayar 
kewajibannya. 
 
V.2.4.2. Pengawasan Tidak Langsung 
Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan 
secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat 
dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana 
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mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala bagian Perdagangan 
Dinas Peridag, Energi dan Mineral  yang mengatakan bahwa : 
“Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi 
kepada Kepala UPT pasar perbulan dan melakukan evaluasi per bulan karena 
khusus pasar sentral kami rapat semua petugas tiap bulan setiap tanggal 5 dan 
pertahunya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan 
pemungutan retribusi pasar sentral. Dan yang paling penting pengawasan 
terhadap karcisnya sendiri bendahara pasar setiap 2 hari menyetor uang dan 
mengambil karcis jadi setiap minggu itu 3 kali di evaluasi. (Wawancara 15 
Januari 2013) 
 
Pelaksanaa kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk 
meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar sentral, 
sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap 
mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diharapkan mampu 
mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran. 
Dari keseluruhan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa 
untuk pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi 
dan Mineral  untuk pengawasan langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus 
lebih maksimal lagi, tetapi disatu sisi pengawasan Tidak langsung hanya 
mengandalkan laporan-laporan semata, untuk itu perlu melakukan pengawasan 
yang rutin kepasar, guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar 
sentral ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak hanya 
berfokus pada pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk. 
V.3. Kendala-Kendala Yang Didapatkan Dalam Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Pasar   Sentral Kabupaten Pinrang 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral bukan berarti 
dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang biasa 
saja terjadi, seperti hasil penelitian diatas, sehingga pemungutan retribusi pasar 
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tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Pinrang. 
Besarnya penerimaan dari sumber tersebut tentu akan berubah sesuai 
dengan kemajuan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Pinrang 
sehingga sangat memungkinkan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. 
Kendala-kendala lain yang didapatkan oleh para pelaksana di dalam 
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar ini, hasil wawancara dengan Kepala 
Pasar Sentral yang menyatakan : 
“karena adanya retribusi yang sampai sekarang belum dijalankan. (Wawancara, 
21 Januari 2015). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu  kolektor pasar  yang 
penulis temui di pasar sentral ia menyatakan: 
“Penerimaan retribusi tidak memenuhi target itu karena pertama biasanya faktor 
cuaca, ada penjual tidak di tempat, ada penjual ke acara penjual dan pembeli 
pasang surut mengakibatkan ada wajib retribusi tidak mau membayar karena 
belum mendapatkan pembeli olehnya itu kami mengerti tapi hanya maksimal 5 
penjual saja”.(Wawancara, 24 Januari 2015) 
 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi 
pasar sentral Pinrang  mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor antara lain : 
a. Faktor cuaca. 
b. Kesadaran wajib retribusi. 
c. Keadaan ekonomi masyarakat. 
d. Aparat pelaksana. 
e. Sistem pemungutan. 
f. Ada acara para penjual. 
g. Hari raya. 
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V.4. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan 
Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Kab. Pinrang 
Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan retribusi 
pasar Setiap masalah harus dicari penyelesaian agar kembali menjadi baik. 
Dalam hal ini hambatan pelaksanaan retribusi pasar harus dicari solusi agar 
pelaksanaan retribusi pasar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang 
direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi pasar sesuai yang 
ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta di peroleh 
peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi 
hambatan-hambatan tersebut di atas, dinas Pengelola diharapkan melakukan 
upaya-upaya sebagai berikut: 
 
V.4.1. Implementasi Kebijakan ( Sosialisasi) 
Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau wajib retribusi pasar 
sentral tentang pentingnya membayar retribusi, maka diharapkan Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral mengadakan sosialisasi 
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar . 
Yakni melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung dan tidak langsung 
kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti 
tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi. 
 
V.4.2. Peningkatan pengawasan 
Agar melaksanakan retribusi pasar sentral dapat berjalan dengan baik 
Kepala UPT pasar dan Dinas Pengelola harus lebih meningkatkan lagi 
pengawasan yang dilakukan, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung 
terhadap pelaksanaan retribusi dan penyetoran target setiap kolektor  di pasar . 
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Dengan demikian diharapkan Dinas terkait dan para kolektor  melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi 
pasar dan target penyetoran kolektor. 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 
Pengelolaan penerimaan  Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Pinrang, 
yaitu : 
1. Perencanaan manajemen Retribusi Pasar Sentral Kabupaten 
Pinrang  masih belum efektif, karena tidak didukung oleh data-
data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki oleh pasar 
sentral utamanya para pedagang yang tidak memiliki tempat di 
dalam pasar. 
2. Pengorganisasian juga belum efektif, dalam hal standar kerja 
sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi pasar sentral yang 
belum mematuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya, seperti 
aturan jam kerja, dan diskriminasi pemungutan. 
3. Actuating, dalam hal penggajian para kolektor yang tidak tepat 
waktu dan tidak sepadan dengan  kinerjanya, membuat  para 
kolektor  kesejahteraanya masih di bawah rata-rata. 
4. Pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Energi dan Mineral khususnya pengawasan tidak 
langsung masih kurang dan hanya bertumpu pada laporan-
laporan dan hanya kepada  hasil penerimaan to saja di pentingkan 
tidak melihat dari segi penyetoran target setiap kolektor 
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VI.2. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
Manajemen Retribusi pasar sentral Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut : 
1. Dari segi perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat 
berdasarkan potensi pasar sentral yang sebenarnya, harus 
insentif dilakukan pendataan terutama terhadap wajib retribusi 
yang tidak mempunyai tempat didalam pasar. 
2. Kepada kolektor pemunguatan retribusi pasar sentral agar dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa 
tanggungjawab. 
3. Kepada kepala dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan 
Mineral  agar dapat memperhatikan kesejahteraan para 
kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh pada kinerja para 
kolektor/pemungut reribusi pasar. 
4. Kepada Kepala Bidang yang bertanggung jawab melakukan 
pengawasan, sebaiknya terjun langsung ke lapangan untuk 
memantau dan meminimalisir kecurangan-kecurangan yang 
terjadi dalam penerimaan Retribusi dan target penyetoran kolektor  
pasar sentral Pinrang . 
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Transkrip wawancara untuk kepala dinas 
Waktu  :  11.00 
Tangga : 21 januari 
Tempat : dinas perindustrian, perdangangan, energi dan mineral 
Jabatan : sub. Bagian perencanaan  
 
1. bagaimana mekanisme perencanaan retribusi pasar, khusus pasar 
sentral??? 
“Target pendapatan didalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun 
,terkhusus dengan target retribusi pasar yang di kelolah Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral  dimana pihak Kami  
menyusunan RKA (Rancangan Kerja Anggaran) baru di ekspose ke 
BAPEDA setalah di ekspose atau di periksa BAPEDA terbentuklah 
namanya RK(Rencana Kerja) baru di serahkan lagi ke PPKAD(Dinas 
Pengelolaan  Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah ) baru ke badan 
Legislatif yaitu DPRD membahas dan menyetujui, setelah disetujui Badan 
Legislatif terbentuklah namanya DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 
dan itulah acuan kami untuk pelaksanaan di lapangan. 
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Transkrip wawancara untuk kepala dinas 
Waktu  :  11.00 
Tangga : 21 januari 
Tempat : dinas perindustrian, perdangangan, energi dan mineral 
Jabatan : kepala bagian perdangangan 
1. Pak, bagaimana mekanisme perencanaan retribusi pasar, khusus pasar 
sentral?? 
Pasar itu mengenai retribusi ada target pertahun bisa terbagi lagi target 
bulanan untuk, setiap tahun ada berdasarkan hasil evaluasi kita contoh 
tahun 2014 kemarin to targetnya itu 600 juta  kita evaluasi ada namanya 
uji petik apakah target yang kita rencanakan itu bisa terealisasi atau 
tidak.ketetika target tidak tercapai maka kami akan evaluasi apa 
masalahnya sehingga tidak tercapai.ketika kita evaluasi karena kita 
berdasarkan perda 16 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi pasar oooo 
ternyata ada tagihan bulanan tidak dijalankan disana. 
2. Apa dasar penetepan target retribusinya pak?? 
Prosedur penetapan target retribusi itu usulan dari kami melalui aturan 
yang ada dan uji petik yang kami lakukan, tapi upt pasar melaporkan juga 
potensinya apa yang ada di pasar. lalu baru disepakati , berapa perkiraan 
target penerimaannya. 
3. Apa peran dinas pendapatan keuangan daerah daam prses 
pemungutan,penyetran dan peapran retribusi ini pak??? 
Dulu ada tapi sekarang kami yang mengelola semua.di dinas ppkad 
hanya menerimah pendapatan kami karena kami setor kesana. 
4. Lalu perda yang mengatur retribusi pasar sentral ini apa ya pak?? 
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Perda no 16 tahun 2011 
5. Bagaimana  pengawasan yang bapak lakukan??? 
Setiap hari kita berkordinasi dengan mereka karena mereka adalah 
bagian dinas kami ,penwasannya itu melalui upt pasar melaporkan 
kepada kami mereka tidak bisa melakukan apa-apa dipasar tanpa seizing 
kami  tapi saya juga turun kelapangan. 
6. Kalau misalnya realisasi kurang baik, itu bagaimana ya pak?? 
Kita adakan rapat apa masalahnya kalau perlu kita uji petik kita 
melakukan penagihan retribusi itu sendiri dan bahan pertimbangan tahun 
depan. Apa kendalanya dan selalu di evaluasi 
7. Apa kendala dalam pemungutan retribusi pasar sentral?? 
Perlu adanya kerjasama baik dari dinas maupun upt pasar dan pengelola 
retribusi pasar yaitu kolektor harus jujur. 
8. Kalau sanksi dari dinas untuk kolektor dan wajib retribusi ada tidak pak?? 
Ada, sekarang ada namanya fakta integritas kalau tidak memenuhi target 
mereka siap megundurkan diri  
9. Apakah ada pemberian intensif pada para kolektor yang kerjanya bagus 
pak?? 
Di bawah jalan-jalan studi banding dan di belikan motor. 
10. Bagaimana penggajiannya pak?? 
Perbulan 150 tapi di bayar setiap triwulan 
11. Penggajian para kolektor ini, apakah pembayaran selalu tepat waktu 
Selalu tepat waktu tapi kalau misalnya ada tanggal merah atau libur bisa 
di tunda ke hari selanjutnya. 
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Transkrip wawancara untuk upt pasar 
Waktu   : 14.15 
Tanggal  : 21 januari 2015 
Tempat  : kantor kepala pasar sentral kabupaten pinrang 
Terwawancara : kepala upt pasar 
1. Seberapa sering bap[ak turun kelapangan?? 
Setiap hari saya turun kepasar, pagi, siang dan sore karena itu adalah 
tanggung jawab saya. 
2. Berapa jumlah kolektor dipasar sentral ya pak?? 
4 orang 
3. Apakah ada pembagian tugas tiap kolektor?? 
Ada di bagi berdasarkan blok 
4. Lalu apakah bapak merasa perlu ada penambahan jumlah kolektor 
tersebut?? 
Sudah cukup,tapi tidak kemungkinan akan di tambah. 
5. Apakah ada standar kerja yang diberlakukan untuk para kolektor?? 
Standar kerjanya mulai pukul 06.00 sampai pukul 12.00 karena jam ke 
dua kantor kami stor ke dinas setelah kolektor menyetor ke bendahara 
kami 
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Transkrip wawancara untuk pengawai staf 
Waktu   : 12.00 
Tanggal  : 21 januari 2015 
Tempat  : dinas perindustrian, perdangangan, energy dan mineral 
Terwawancara : staf bagian perdangangan 
1. Bagaimana pendataan retribusi pasar sentral ya pak?? 
Pendataanya, kami hanya menerimah data dari  upt pasar 
2. Apakah ada kendala yang di hadapi daam endataan ini?? 
Saya kira ada kalau masalah kendala dek, karena semua apa-apa 
pasti ada kendalanya cuman kita lihat kendala tersebut. Tapi saya 
rasa mengenai pendataan pasar kecil kemungkinan karena apa-
apa yang mau dilakukan upt pasar apa lagi mau menambah atau 
mengurangi harus melapor dulu baru bertindak. 
3. Beraa kali pendataan ini di perbaharui?? 
Setiap bulan, karena dari dinas kami khusus pasar sentral setiap 
bulan kita rapat bersama upt pasar dan kolektor. 
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Transkrip wawancara untuk kepala pasar 
Waktu   : 15.10 
Tanggal  : 21 januari 2015 
Tempat  : kantor kepala pasar 
Terwawancara : herianto, SE 
1. Bagaimana prsedur penagihan retribusi pasar sentral pak?? 
Kolektor memberikan karcis sesuai yang yang dibayarkan di karcis dek 
kalau misalnya dikarcis itu 1000 dibayar 1000 dan seterusnya 
2. Setiap hari ada target yang harus di capai ya pak?? 
Ada, tapi ketika target tidak tercapai para kolektor harus melaporkan ke 
upt apa masalahnya baru upt mengecek masalah tersebut ketika itu 
benar maka target yang tidak dicapai akan di laporkan ke dinas. 
3. Apa-apa saja bjek retribusi pasar sentral pak?? 
Kios,gardu,lods dan pelantaran 
4. Apakah penagihan semua sama pak?? 
Tidak. 
5. Bagaimana dengan cara pungutan retribusi menggunakan SKPD pak?? 
Saya rasa itu tidak ada itu dek karena kami yang mengelola semua dan 
melaporkan ke dinas kami 
6. Bagaimana dengan retribusi terutang pak dan kapan masa 
kadauarsanya?? 
Saya rasa tdk ada karena setiap hari 
7. Apakah ada wajib retribusi yang tdk mau membayar?? 
Saya rasa dek pasti ada karena kan ini pasar kadang sepi kadang ramai. 
    103 
cxxi 
 
8. Kaau bengitu apa saja kendaa, sehingga retribusi pasar sentra ini tdk 
pernah mencapain target?? 
Kendalanya dek itu adanya wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya 
9. Bagaimana dengan karcisnya pak, apakah seau dievauasi??? 
Selalu di evaluasi karena setiap hari harus menyetor hasil penagihannya 
baru kami menyetor ke dinas kami lagi. 
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Transkrip wawancara untuk kolektor 
Waktu   : 12.20 
Tanggal  : 24 januari 2015 
Tempat  : pasar sentral kabupaten pinrang 
Terwawancara : wa‟ moro 
 
1. Pak bagaimana prosedur penagihannya pak…??? 
Diberikan karcis baru penjual bayar,kalau saya setiap karcis itu atau 
penjual sebanyak 2500 perhari 
2. Setiap hari pak ada target di berikan?? 
Ada,kalau saya 710 ribuh target setiap hari  
3. Apakah ada wajib retribusi tdk memenuhi kewajiban pak?? 
Ada karena biasa belum ada pembelinya jadi yah di maklumi saja 
4. Apa kendala bapak dalam penagihan??? 
Kendalanya hujan karena sedikit penjual 
5. Apakah ada penhargaan diberikan kepalas pasar atau ke dinas 
pak??? 
Kalau sesuai penyetran target ada penghargaan diberikan biasa di 
bawah jalan2 ke luar daerah tahun lalu saya ke bali 
6. Apakah bapak bahagia kerja begini pak??? 
Senang karena mau kerja apa lagi kalau bukan ini 
7. Berapa tahun bapak bekerja di pasar ini pak khususnya kolektor?? 
Sejak tahun 1991 sampai sekarang jadi yah 24 tahun 
8. Berapa sih gajinya pak??? 
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Sebenarnya sih bukan gaji tapi bisa di katakana itu karena diterimah 
itu 450 pertriwulan atau bisa dikatakan 150 perbulan tapi diterimah 
pertriwulan 
9. Kalau misalnya pak target tdk tercapai,bagaimana pak dari atasan 
bapak??? 
Tidak ada karena kami sampaikan keadaan yang sebenarnya 
misalnya hujan,sepi penjual 
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Transkrip wawancara untuk kolektor 
Waktu   : 10.10 
Tanggal  : 24 januari 2015 
Tempat  : pasar sentral kabupaten pinrang 
Terwawancara : Muh.idrus 
1. Pak bagaimana prosedur penagihannya pak…??? 
Dipegang karcis diberikan penjual baru diambil uangnya 
2. Setiap hari pak ada target di berikan?? 
Kalau saya tidak ada tapi dulu ada kalau sekarang tidak ada 
3. Apakah ada wajib retribusi tdk memenuhi kewajiban pak?? 
Ada,tapi tidak seberapa 
4. Apa kendala bapak dalam penagihan??? 
Kalau tidak ada penjualnya yah kembali lagi menangihnya 
5. Apakah ada penhargaan diberikan kepalas pasar atau ke dinas 
pak??? 
Tidak pernah tapi sudah ada kolektor pernah jalan2 ke bali yaitu wa‟ 
moro 
6. Apakah bapak bahagia kerja begini pak??? 
Alhamdulillah bahagia karena saya sudah bekerja kurang lebih 6 
tahun 
7. Berapa tahun bapak bekerja di pasar ini pak khususnya kolektor?? 
Yah kurang lebih 6 tahun 
8. Berapa sih gajinya pak??? 
150 perbulan tapi di bayarnya itu pertriwulan tapi kadang2 tertunda 
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9. Kalau misalnya pak target tdk tercapai,bagaimana pak dari atasan 
bapak??? 
Tidak pernah karena di mengerti ketika kondisi tidak mendukung. 
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Transkrip wawancara untuk kolektor 
Waktu   : 11.00 
Tanggal  : 24 januari 2015 
Tempat  : pasar sentral kabupaten pinrang 
Terwawancara : celloe 
1. Pak bagaimana prosedur penagihannya pak…??? 
Dikasih karcis baru dibayar  
2. Setiap hari pak ada target di berikan?? 
Ada,kalau saya targetnya 350 ribuh perhari 
3. Apakah ada wajib retribusi tdk memenuhi kewajiban pak?? 
Ada biasa tapi tidak sering 
4. Apa kendala bapak dalam penagihan??? 
Tidak ada 
5. Apakah ada penhargaan diberikan kepalas pasar atau ke dinas 
pak??? 
Tidak ada satu saja pernah pergi ke bali yaitu wa‟ moro 
6. Apakah bapak bahagia kerja begini pak??? 
Bahagia menikmati saja pekerjaan 
7. Berapa tahun bapak bekerja di pasar ini pak khususnya kolektor?? 
Mulai tahun 1986 sampai sekarang,2 kali saya istirahat gara-gara 
persoalan keluarga baru masuk lagi baru 2 tahun bekerja ini 
8. Berapa sih gajinya pak??? 
150 perbulan tapi di bayarnya itu pertriwulan  
9. Kalau misalnya pak target tdk tercapai,bagaimana pak dari atasan 
bapak???  
Tidak ada tapi dijelaskan ke kepala pasar 
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Transkrip wawancara untuk kolektor 
Waktu   : 11.30 
Tanggal  : 24 januari 2015 
Tempat  : pasar sentral kabupaten pinrang 
Terwawancara : baharuddin bakri tapi biasa di sapa pak bakri 
1. Pak bagaimana prosedur penagihannya pak…??? 
Diberikan karcis baru di bayar 
2. Setiap hari pak ada target di berikan?? 
Ada,kalau saya 500 ribuh 
3. Apakah ada wajib retribusi tdk memenuhi kewajiban pak?? 
Ada juga karena tidak ada pembelinya di toleransi itu biasanya 5 
penjual 
4. Apa kendala bapak dalam penagihan??? 
Kalau hujan penjual kosong otomatis target berkurang, 
5. Apakah ada penhargaan diberikan kepalas pasar atau ke dinas 
pak??? 
Tidak pernah  tapi tahun lalu wa‟ moro pergi jalan2 ke bali  
6. Apakah bapak bahagia kerja begini pak??? 
bahagia 
7. Berapa tahun bapak bekerja di pasar ini pak khususnya kolektor?? 
22 tahun 
8. Berapa sih gajinya pak??? 
150 perbulan tapi di bayarnya itu pertriwulan tapi sekarang sudah 
hampir 4 bulan belum dibayar 
9. Kalau misalnya pak target tdk tercapai,bagaimana pak dari atasan 
bapak??? 
Tidak pernah karena di mengerti ketika kondisi tidak mendukung. 
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Transkrip wawancara untuk wajib retribusi 
Waktu   : 11.15 
Tanggal`  : 22 januari 2015 
Tempat  : pasar sentral lantai 2 
Terwawancara` : hj.erna 
1. Seberapa sering ibu membayar retribusi??? 
1 kali 
2. Berapa biasanya ibu bayar perhari?? 
2.500 per losd jadi saya bayar 5000 karena saya punya 2 losd 
3. Apakah petugasnya rama daam penagihan??? 
Sangat ramah  
4. Menurut ibu fasiitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran 
yang dikenakan?? 
Menurut saya sudah sesuai. 
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Transkrip wawancara untuk wajib retribusi 
Waktu   : 14.15 
Tanggal`  : 24 januari 2015 
Tempat  : pasar sentral lantai 1 
Terwawancara` : sadaria(penjual beras) 
1. Seberapa sering ibu membayar retribusi??? 
2 kali pertama 1000 dan kedua 1500 
2. Berapa biasanya ibu bayar perhari?? 
2500 ribuh 
3. Apakah petugasnya rama daam penagihan??? 
Sangat ramah  
4. Menurut ibu fasiitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran 
yang dikenakan?? 
Menurut saya sudah sesuai karena kita tidak lagi pasang tenda karena 
sudah di perbaiki atau sudah di atap . 
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Transkrip wawancara untuk wajib retribusi 
Waktu   : 10.15 
Tanggal`  : 25 januari 2015 
Tempat  : pasar sentral  
Terwawancara` : H.kaco penjual lantai dasar 
1. Seberapa sering bapak membayar retribusi??? 
1 kali 
2. Berapa biasanya bapak bayar perhari?? 
2.500 per losd  
3. Apakah petugasnya rama daam penagihan??? 
Bagus sekali 
4. Menurut bapak fasiitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran 
yang dikenakan?? 
Sudah bagus karena ada satpam,Wc dan tempat sampah. 
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Transkrip wawancara untuk wajib retribusi 
Waktu   : 11.00 
Tanggal`  : 25 januari 2015 
Tempat  : pasar sentral  
Terwawancara` : poddin(penjual lantai dasar) 
1. Seberapa sering bapak membayar retribusi??? 
1 kali ji 
2. Berapa biasanya bapak bayar perhari?? 
2.500 per losd jadi saya bayar 2500 karena 1 ji losdku  
3. Apakah petugasnya rama daam penagihan??? 
Rama sekali 
4. Menurut bapak fasiitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran 
yang dikenakan?? 
Sudah bagus. 
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Transkrip wawancara untuk wajib retribusi 
Waktu   : 11.00 
Tanggal`  : 22  januari 2015 
Tempat  : pasar sentral  
Terwawancara` : ida (penjual makanan ) 
1. Seberapa sering ibu membayar retribusi??? 
Biasa to de biasa to ku bayar apana keluarga ka pa lelewe 
2. Apakah petugasnya rama daam penagihan??? 
Rama sekali 
3. Menurut bapak fasiitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran 
yang dikenakan?? 
Sudah bagus. 
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Transkrip wawancara untuk wajib retribusi 
Waktu   : 11.00 
Tanggal`  : 22  januari 2015 
Tempat  : pasar sentral  
Terwawancara` : moha (penjual sayur-sayuran ) 
1. Seberapa sering ibu membayar retribusi??? 
saya  jarang bayar karcis karena kadang penangih belum datang pada saat 
saya mau pulang . 
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1) Nama    : Edi 
2) Tempat ,Tanggal Lahir  : Kariango, 01 Mei 1991 
3) Nomor Hp    : 081216158920 
4) Email     : edi.uh2011@yahoo.com 
5) Nama Orang Tua  : Aya : Saide (Alm) 
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6) Riwayat Pendidikan Formal : 
SD  : SD N 208 KARIANGO (1998-2004) 
SMP   : SMP  N 1 MATTIRO BULU (2004-2007) 
SMA   : SMA N 7 PINRANG (2007-2010) 
 
7) PEGALAMAN ORGANISASI 
a. pegurus humanis fisip unhas periode 2012-2013. 
b. pegurus kerukunan mahasiswa pinrang komisariat unhas periode 
2012-2013. 
c. pegurus ikatan alumni SMA N 7 PINRANG periode 2012-2013. 
d. pegurus pusat kesatuan pelajar mahasiswa pinrang cabang 
kecamatan      mattirobulu periode 2012-2013. 
e. pegurus humanis fisip unhas periode 2013-2014. 
f. pegurus kerukunan mahasiswa pinrang komisariat unhas periode 
2013-2014. 
g. dewan pertimbangan organisasi ikatan alumni SMA N 7 PINRANG 
periode 2013-2015. 
h. Ketua pegurus pusat kesatuan pelajar mahasiswa pinrang cabang 
kecamatan mattirobulu periode 2013-2015. 
i. anggota unit kegiatan mahasiswa HOCKEY UNHAS periode 
2013-2014. 
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j. Pengurus unit kegiatan mahasiswa hockey unhas periode 2014-
2015. 
k. Atlit Federasi Hockey Indonesi Sulawesi Selatan 2015. 
15) PRESTASI 
a. Salah Satu Mahasiswa Penerimah Beasiswa Bidikmisi Unhas 
Angkatang 2010 Dan 2011 Untuk Mengikuti Forum Bidikmis 
Nasional Di Jakarta Pada Tanggal 5-8 Desember 2012. 
b. Salah Satu Mahasiswa UNHAS Mengikuti Kejuaraan Fun 
Games Hockey Festival Universitas Mulawarman 2014 
Samarinda Pada Tanggal 30 April Sampai 4 Mei 2014. 
c. Salah Satu Peserta Tim Hockey Unhas Untuk Mengikuti 
Pertandingan Hockey Indoor Kejurnas Hockey Pada Tanggal 
10 Sd 13 Desember 2014 di Jakarta. 
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